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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak Seminar Hukum I, tentang “Pembinaan Awig-Awig Desa Dalam
Tertib Masyarakat”, yang dilaksanakan tanggal 8-9 September 1969, oleh
Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerja sama dengan Pemerintah Daerah
Propinsi Bali, telah diterbitkan beberapa buku yang dapat dijadikan penuntun
dalam penyuratan Awijg-Awig Desa Adat di Bali.

Buku pertama (stensilan) dikeluarkan oleh Fakultas Hukum &
Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, 1970 berjudul
“Pembinaan Awig-Awig Desa dalam Tertib Masyarakat’. Penulisan Awig-Awig
Desa Adat di Bali dewasa ini mengacu kepada buku “Pedoman/Teknis
Penyusunan Awig-Awig Dan Keputusan Adat’, yang dikeluarkan Biro Hukum dan
HAM Setda Propinsi Bali, 2002. Kemudian terbit buku berjudul Penuntun
Penyuratan Awig-Awig yang disusun oleh Wayan P. Windia (1997). Buku sejenis
terbit tahun 2011. Judulnya Penuntun Penyuratan Awig-Awig: Contoh Awig-Awig
Tertulis Desa Pakraman Tanah Aron, Kabupaten Karangasem, disusun oleh I
Ketut Sudantra, Wayan P. Windia, dan Putu Dyatmikawati.

Tahun 2019, terjadi perubahan terhadap status, kelembagaan, dan tata
kelola Desa Adat di Bali, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Selanjutnya disebut Perda Desa
Adat di Bali 2019). Status hukum Desa Adat yang sebelumnya kurang jelas,
dibuat menjadi jelas, yaitu sebagai subjek hukum. Kelembagaan di Desa Adat
juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi Bali terkini. Prajuru Desa Adat kini
didampingi Sabha Desa dan Kerta Desa. Juga dibentuk sejumlah Paiketan yang
berada di bawah naungan Desa Adat, seperti Paiketan Krama Istri, Paiketan
Pamangku, Paiketan Sekaa Terunag/Yohana, dan lain-lain. Perubahan lainnya

tampak pada sektor peningkatan kualitas kesejahteraan/ekonomi dengan



membentuk Baga Utsaha Padruwen Desa Adat, yang disingkat BUPDA, di
samping Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dirintis sejak tahun 1984. Selain
itu, status warga desa juga diperjelas menjadi Krama Desa Adat, Krama tamiu,
dan tamiu.
Adanya perubahan terhadap status hukum, kelembagaan, dan tata kelola
Desa Adat di Bali, sesudah berlakunya Perda Desa Adat di Bali 2019, perlu
direspons dengan perubahan atau penyesuaian Awig-Awig Desa Adat dengan
Perda Desa Adat di Bali 2019. Dalam hubungan dengan perubahan atau
penyesuaian Awig-Awig Desa Adat, Pasal 4 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4
Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2019 Tentang Desa Adat di Bali menentukan sebagai berikut.
(1) Awig-Awig Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
harus disusun berdasarkan pedoman penyuratan Awig-Awig Desa Adat.
(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi

difasilitasi oleh Dinas.

Beberapa buku pedoman penyuratan Awig-Awig Desa Adat, seperti telah
disebutkan di atas, sudah ketinggalan zaman alias jauh dari spirit Perda Desa
Adat di Bali 2019. Di lain pihak, sampai sekarang belum ada buku pedoman
penyuratan Awig-Awig Desa Adat, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan
Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Itulah antara lain yang
melatarbelakangi Majelis Desa Adat Provinsi Bali mengambil inisiatif untuk
menyusun buku Pedoman Penyuratan Awig-Awig Desa Adat di Bali, yang
kemudian ditetapkan dalam Pasamuhan Agung II MDA Bali, 27-28 Oktober 2021.

Dasar Hukum
Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar

penyusunan buku Penuntun Penyuratan Awig-Awig Desa Adat di Bali. Apabila



dasar hukum yang dimaksud diurut mulai yang tertinggi sampai yang terendah,

gambarannya adalah sebagai berikut.

1.

Pasal 18B dan Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan
Keagamaan Hindu;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di
Bali;

Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Adat di Bali;

Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

10.Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelindungan

Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut;

11.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi

Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan;

12.Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem

Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat;

13.Deklarasi Pembentukan MDA di Bali dalam Paruman Agung I, pada

Anggara (Selasa) Pon, Langkir, tanggal 6 Agustus 2019, bertempat di
Wantilan Pura Samuhan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh,

Kabupaten Gianyar;



14.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Provinsi
Bali Tahun 2020.

Dari deretan dasar hukum di atas, berikut dijelaskan beberapa ketentuan
yang secara spesifik menegaskan perlunya dan sekaligus memberikan dasar
hukum secara langsung bagi penyusunan Buku Pedoman ini.

1. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa
Adat di Bali ditentukan bahwa setiap Desa Adat memiliki Awig-Awig dan
Pararem. Setiap Desa Adat juga diwajibkan menyuratkan Awig-Awig dan
Pararem-nya. Selanjutnya, dalam Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2019 ditentukan bahwa tata cara penyuratan Awig-Awig diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Gubernur. Awig-Awig Desa Adat tidak hanya wajib
disuratkan dan disahkan dalam Paruman Desa Adat, melainkan juga harus
didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang
membidangi urusan Desa Adat, dalam hal ini Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat. Tatacara pendaftarannya diatur dalam Peraturan Gubernur.

2. Peraturan Gubernur yang dimaksud oleh Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2019 adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Desa Adat di Bali. Dalam Peraturan Gubernur ini, tatacara
penyuratan Awijg-Awig diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Berdasarkan
ketentuan Pasal 4, Awig-Awig Desa Adat harus disusun berdasarkan Pedoman
Penyuratan Awig-Awig Desa Adat yang disusun oleh Majelis Desa Adat (MDA)
Provinsi Bali yang difasilitasi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

3. Kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun
2020 kepada MDA Provinsi sesuai dengan tugas dan wewenang MDA yang
ditentukan oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Dalam Pasal 76 ayat
(1) huruf d Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ditentukan bahwa MDA
Provinsi mempunyai tugas mendampingi Desa Adat dalam penyuratan Awig-

Awijg Desa Adat. Tujuan pendampingan itu, antara lain, agar Desa Adat



dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pengembangan hukum adat
(Awig-Awig dan Pararem), tidak saja berasaskan desa mawacara, melainkan
juga harus sesuai dengan asas Bali mawacara (lihat: Pasal 24 huruf h). Asas
desa mawacara memberi wewenang kepada Desa Adat untuk membuat
aturan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat, sedangkan asas Bal/
mawacara menghendaki adanya kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali.
MDA Provinsi Bali memiliki kewenangan menentukan hukum adat yang
berasaskan Bali mawacara. Hal itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan
oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, khususnya Pasal 76 ayat (2)
huruf a yang menentukan bahwa MDA Provinsi Bali mempunyai wewenang
menemukan, merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir terkait dengan
adat-istiadat dan Hukum Adat Bali. Setiap kesatuan tafsir mengenai hukum
adat Bali dirumuskan dalam Keputusan Pasamuhan Agung MDA Bali. Desa
Adat di seluruh Bali harus taat dan patuh dengan segala Keputusan
Pasamuan Agung MDA Bali.

4. Dalam Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 23 Anggaran Dasar (AD) Maijelis Desa
Adat (MDA) Provinsi Bali Tahun 2020, masing-masing mengenai tugas dan
wewenang Pengurus Harian MDA Provinsi Bali, tugas dan wewenang
Pengurus MDA Kabupaten/Kota, tugas dan wewenang Pengurus MDA
Kecamatan juga diatur mengenai ketentuan senada. Dalam pasal-pasal
tersebut ditentukan bahwa tugas MDA, antara lain: (a) mengayomi,
membina, dan mengembangkan adat, tradisi, budaya Bali; (b) memberikan
saran, usul, dan pendapat/pertimbangan mengenai masalah-masalah adat
dan kearifan lokal kepada Pemerintah Daerah serta berbagai pihak, baik
perseorangan, kelompok, maupun lembaga; (c) mendampingi Desa Adat
dalam penyuratan Awig-Awig dan/atau Pararem; (d) melaksanakan
penyuluhan adat istiadat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat adat
Bali secara menyeluruh.

Hal ini sekaligus sebagai konsekwensi yuridis dari kesepakatan seluruh

Desa Adat di Bali sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Pembentukan Majelis



Desa Adat, yang lahir dalam Paruman Agung Desa Adat se Bali di Wantilan Pura
Samuan Tiga, pada Anggara (Selasa) Pon, Langkir, tanggal 6 Agustus 2019.
Dalam Dekiarasi Samuan Tiga tersebut, seluruh Desa Adat se-Bali bersepakat
bulat bersama-sama, setia, patuh dan taat serta seia-sekata, gilik saguluk, para-
sparo, salunglung sabayantaka sarpana ya membentuk Majelis Desa Adat
sebagai persatuan (pasikian) Desa Adat seluruh Bali.

Selain itu, adanya Buku Pedoman Penyuratan Awig-Awig Desa Adat yang
disusun oleh MDA Provinsi Bali juga sangat penting dikaitkan dengan proses
pendaftaran Awig-Awig Desa Adat ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Menurut
ketentuan Pasal 6 huruf d dan ketentuan Pasal 13 huruf d, dalam proses
pendaftaran Awig-Awig ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat harus dilengkapi
surat keterangan MDA Provinsi yang menyatakan bahwa Awig-Awig Desa
Adat telah disusun dan ditulis sesuai dengan pedoman penyuratan Awig-

Awig Desa Adat.

Tujuan
Buku Penuntun Penyuratan Awig-Awig Desa Adat di Bali ini disusun
dengan tujuan:

1. Tersedianya buku Penuntun Penyuratan Awig-Awig Desa Adat di Bali.

2. Terbantunya jajaran Majelis Desa Adat di Bali, Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat Provinsi Bali, dan Desa Adat di Bali dalam mengetahui,
mengerti, dan memahami beberapa pengertian dasar yang berhubungan
dengan usaha penyuratan Awijg-Awig Desa Adat di Bali.

3. Terlaksananya tugas pembinaan dan/atau pendampingan oleh Majelis
Desa Adat di Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
beserta instansi lain yang terkait, dengan lebih mudah dan lebih baik,
pada waktu melakukan pendampingan penyuratan Awig-Awig Desa Adat
di Bali.



Manfaat

1. Memudahkan bagi warga/Krama Desa Adat, Prgjuru Desa Adat, dan
masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan buku “Penuntun
Penyuratan Awig-Awig Desa Adat”.

2. Memudahkan bagi jajaran Majelis Desa Adat di Bali, Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat Provinsi Bali, dan Desa Adat di Bali dalam mengetahui,
mengerti, dan memahami beberapa pengertian dasar yang berhubungan
dengan usaha penyuratan Awig-Awig Desa Adat di Bali.

3. Memudahkan bagi Majelis Desa Adat di Bali dan Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat Provinsi Bali beserta instansi lain yang terkait saat
melaksanakan tugas pembinaan dan/atau pendampingan penyuratan

Awig-Awig Desa Adat di Bali.

Proses Penyusunan

Penyusunan buku Penuntun Penyuratan Awig-Awig Desa Adat di Bali ini
dilaksanakan oleh tiga tim penyusun yang dituangkan dalam Surat Keputusan
Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor:03/SK-TIM/MDA-PBali/X/2020
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENYELARAS DRAF NASKAH PEDOMAN
PENYURATAN AWIG-AWIG DAN PENYURATAN PARAREM DESA DESA ADAT
Tanggal 23 Oktober 2020. Masing-masing tim penyusun dan penyelaras terdiri
atas beberapa orang, seperti di bawah ini.

Tim Penyusun Buku Satu (Tinjauam Umum Desa Adat Di Bali, Awig-Awig,
dan Tata Cara Penyuratan Awig-Awig Desa Adat di Bali), Prof. Dr. Wayan P.
Windia, Dr. I Ketut Sudantra,SH., MH dan Dr. Putu Dyatmikawati, SH., M.Hum.

Tim Penyusun Buku Dua (Contoh Sistematika Awig-Awig Desa Adat di Bali
Disertai Beberapa Catatan) dan Buku Tiga (Tentang Pararem) terdiri atas I Gede
Putu Wardana, SH., MM., Dr. Drs I Made Wena, M.Si, Dr. Drs. I Gusti Made
Ngurah, M.Si, Dr. Ir. Luh Riniti Rahayu, M.Si, I Ketut Madra, SH., MM, Drs. I
Gede Nurjaya, M.M, Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH., MH, Dr. I Wayan



Bagiartha, SH., MH, I Ketut Alit Suardana, SH, Dr. I Gde Marhaendra Wija
Atmaja, SH., M.H., Dr. Dra. I Gusti Ayu Diah Yuniti, M.Si.

Selain berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Tim Penyusun juga bekerja
berdasarkan petunjuk dan/atau pengarahan dari Bandesa Agung dan Panyarikan
Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, baik dalam hubungan dengan substansi
buku penuntun maupun tenggang waktu penyusunan buku yang disediakan.

Berdasarkan Surat Keputusan dan pengarahan tersebut, selanjutnya Tim
Penyusun mulai melakukan penelitian pendahuluan guna mengumpulkan bahan
hukum sebagai persiapan menyusun rancangan buku Penuntun Penyuratan
Awig-Awig Desa Adat di Bali. Melalui penelitian pendahuluan berhasil ditemukan
sejumlah referensi, seperti: buku-buku tentang Hukum Adat Bali, buku-buku
tentang Desa Adat di Bali, dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang
ada hubungannya dengan Awig-Awig Desa Adat di Bali. Selain itu juga berhasil
ditemukan sejumlah contoh Awig-Awig Desa Adat di Bali, baik yang
disusun/disuratkan sebelum dan sesudah tahun 1986 dan sesudah tahun 2001.
Untuk pengayaan, Tim Penyusun juga membaca sejumlah Awig-Awig tertulis
yang disusun sebelum Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Bahan-bahan
itulah yang dijadikan sumber dan/atau inspirasi dalam penyusunan buku
Penuntun Penyuratan Awig-Awig Desa Adat di Bali.

Sesudah rancangan buku dirasa cukup, dimintakan pendapat dan
masukan kepada beberapa orang yang diketahui memiliki perhatian terhadap
Desa Adat di Bali, Hukum Adat Bali, dan Awig-Awig Desa Adat di Bali. Rancangan
buku kemudian diserahkan kepada Pengurus Harian Majelis Desa Adat Provinsi
Bali untuk kembali mendapatkan masukan. Revisi terakhir dilakukan berdasarkan
masukan dari peserta Pasamuhan Agung Majelis Desa Adat Bali yang

dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 2021.
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BAB II
DESA ADAT DI BALI

Desa Adat

Desa Adat di Bali merupakan salah satu bentuk kesatuan masyarakat
hukum adat yang bersifat teritorial. Di samping kesatuan masyarakat hukum
adat teritorial (Desa Adat), di Bali juga terdapat kesatuan masyarakat hukum
adat yang bersifat geneaologis, yaitu perkumpulan dadia/panti; dan kesatuan
masyarakat hukum adat fungsional, yaitu subak. Desa Adat di Bali sudah ada
sejak berabad-abad yang lalu. Pada zaman Bali Kuna, Desa Adat disebut thanj
banua atau banwa.

Pengertian yuridis pertama mengenai Desa Adat dapat ditemui dalam
Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan,
Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam
Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Dalam Peraturan Daerah ini Desa Adat
didefinisikan sebagai desa dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di
Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata Krama pergaulan
hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kayangan Tiga
atau Kayangan Desa, yang mempunyai wilayah tertentu serta berhak mengurus
rumah tangganya sendiri”. (Pasal 1 a Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor: 06
tahun 1986).

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2001 yoncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa
Pakraman, sebutan “Desa Adat” diganti dengan “Desa Pakramar’’. Desa
Pakraman didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi
Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata Krama pergaulan hidup
masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga
atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan

sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. (Pasal 1 nomor urut 4
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Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yoncto Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 3 Tahun 2003, tentang Desa Pakraman).

Pada tahun 2019, Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yoncto
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman
diganti berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Desa Adat di Bali. (Selanjutnya disebut Perda Desa Adat di Bali 2019).
Desa Adat dalam Perda Desa Adat di Bali 2019 didefinisikan sebagai kesatuan
masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli,
hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata Krama pergaulan hidup
masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga
atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri. (Pasal 1 nomor urut 8 Perda Desa Adat di
Bali 2019).

Berdasarkan beberapa definisi, seperti dikemukakan di atas, dapat
dikatakan bahwa Desa Adat di Bali, merupakan organisasi masyarakat Hindu Bali
yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual
keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial
masyarakat Bali. Atau dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa sebuah Desa
Adat, akan terdiri atas tiga unsur (unsur pokok Desa Adat), yaitu:

1. Unsur parahyangan, yaitu tempat suci umat Hindu dan aktivitas lainnya
yang berkaitan dengan agama Hindu.

2. Unsur pawongan, yaitu warga desa yang beragama Hindu.

3. Unsur palemahan, yaitu wilayah Desa Adat yang berupa karang ayahan
desa dan karang gunakaya yang diatur sesuai dengan agama Hindu.
(Lihat juga Pasal 6 Perda Desa Adat di Bali 2019).

Mengacu kepada Perda Desa Adat di Bali 2019, Desa Adat mempunyai
tugas mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi: ketenteraman,
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala. Salah satu

kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul adalah pembentukan Awig-
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Awig, Pararem, dan peraturan adat lainnya yang selanjutnya dipergunakan untuk

mengatur tatanan kehidupan di Desa Adat.

Banjar Adat

Sebuah Desa Adat, ada yang hanya terdiri atas satu Banjar Adat. Dalam
hal ini berarti Desa Adat sekaligus Banjar Adat. Ada juga yang terdiri atas
beberapa Banjar Adat, dan bahkan ada yang terdiri atas puluhan Banjar Adat.
Banjar Adat atau Banjar Suka Duka atau sebutan lain adalah bagian dari Desa
Adat (Pasal 1 nomor urut 9 Perda Desa Adat di Bali 2019). Mabanjar berarti
menjadi anggota banjar. Bale Banjar adalah bangunan (tempat pertemuan),
yang dimiliki oleh satu Banjar Adat.

Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa organisasi Banjar berada
di bawah Desa Adat dan Prgjuru Banjar/Kelihan Banjar atau sebutan lain juga
berada di bawah Prajuru Desa Adat/Bandesa atau sebutan lain. Berdasarkan
struktur ini, maka apabila Banjar berkehendak membuat Awig-Awig Banjar, wajib
berkoordinasi dengan Desa Adat/Bandesa agar Awig-Awig Banjar yang
dibuat/disusun sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat atau tidak bertentangan

dengan Awig-Awig Desa Adat.

Tempekan

Kalau warga dalam satu Banjar Adat lumayan banyak dan wewidangan
atau wewengkon (wilayah) Banjar Adat relatif luas, atas kesepakatan bersama,
maka Banjar Adat dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang dinamakan
Tempekan. Pemberian nama 7empekan biasanya disesuaikan dengan
keadaannya. Contohnya, yang berada di wilayah bagian Utara, disebut
“Tempekan Kajd' (Kaja = Utara), yang di selatan disebut “ 7empekan Kelod’

(Kelod = Selatan), dan lain-lain.
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Tipe Desa Adat

Walaupun unsur Desa Adat di Bali sama, tetapi tipenya tidak sama.

Pemahaman mengenai tipe Desa Adat ini penting karena berpengaruh terhadap

keberadaan dan tanggung jawab Krama Desa Adat, Prajuru Desa Adat, dan juga

tata kelola kekayaan (padruwen) Desa Adat. Berdasarkan tradisi dominan yang
dimiliki, Tjok Raka Dherana (1995) mengklasifikasikan Desa Adat di Bali menjadi
tiga tipe:

(1)

(2)

(3)

Desa Bali Aga (Bali Mula atau Bali Kuna), yaitu Desa Adat yang masih
tetap menganut tradisi pra-Majapahit. Pada desa-desa adat seperti ini
tidak dikenal adanya sistem kasta, perangkat pimpinan Desa Adat disebut
dulu-dulu desa. Kebanyakan berada di sekitar Kintamani dan daerah
pegunungan lain di Bali.!

Desa Apanaga, yaitu Desa Adat yang sistem kemasyarakatannya sangat
dipengaruhi oleh Majapahit, hukum yang berlaku mengikuti hukum Hindu
yang diterapkan di Majapahit, yang bersumber pada Manawadharmasastra.
Desa-desa ini umumnya terletak di daerah Bali dataran. Kepemimpinan
pada Desa Adat tipe ini umumnya merupakan pola tunggal, disebut Prajuru
Desa.

Desa Anyar (Desa Baru), yaitu Desa Adat yang terbentuk relatif baru,
sebagai akibat adanya perpindahan penduduk (migrasi) dengan tujuan
awal mencari penghidupan. Desa-desa seperti ini dapat ditemui di daerah
Jembrana dan Buleleng Barat. Adakalanya desa ini ditempati oleh
penduduk yang berasal dari desa yang sama. Contohnya, Desa Nusa Sari

di Kabupaten Negara yang penduduknya berasal dari Nusa Penida.?

! Dalam Perda Desa Adat di Bali 2019, Desa Bali Aga (Bali Mula atau Bali Kuna), disebut

Desa Adat Tua, sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 Perda Desa Adat di Bali Tahun 2019.

2 Lebih jauh tentang tipe Desa Adat, baca juga Tjok Raka Dherana, 1995. Desa Adat dan

Awig-Awig dalam Struktur Pemerintahan Bali. Denpasar, Upada Sastra. MPLA Dati I Bali, 1990.
Mengenal dan Pembinaan Desa Adat di Bali. Denpasar, Proyek Pemantapan Desa Adat.
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Perda Desa Adat 2019 juga mengakui keberadaan Desa Bali Aga (Bali
Mula/Bali Kuna/Bali Tua), seperti tertuang dalam Pasal 53 dan Pasal 54.

Pasal 53

(1) Desa Adat 7ua merupakan susunan masyarakat asli di Desa Adat tertentu di
Bali yang memiliki sistem pemerintahan kolektif (u/u apad).

(2) Desa Adat T7wua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata cara
penetapan Prajuru atau paduluan berdasarkan:

a. garis keturunan; atau
b. ririgan, ketekan (urutan).

(3) Susunan organisasi dan kelembagaan Desa Adat 7wa mengikuti susunan
asli, sistem pengelolaan Parahyangan, dan sistem kemasyarakatan manut
dresta setempat.

(4) Desa Adat 7ua berwenang mengatur dan mengurus bidang adat, agama,
tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sesuai dengan dresta

setempat.

Pasal 54
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pengaturan Desa Adat

Tua berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan Desa Adat.

Selain ketiga tipe Desa Adat seperti digambarkan di atas, sejalan dengan
perkembangan tempat pemukiman penduduk di sekitar Desa Adat, kini juga
muncul tipe lain Desa Adat, seperti Desa Adat yang berdampingan dengan
kompleks perumahan atau Desa Adat berdampingan dengan “Banjar Dinas”
tertentu yang ada karena alih fungsi lahan pertanian.

Pada waktu Desa Adat di Bali menyuratkan Awig-Awig sangat penting
memperhatikan tipe Desa Adat seperti dikemukakan di atas agar penyuratan
Awig-Awig tidak menghilangkan ciri khas (karakter) Desa Adat yang telah
diwarisi secara turun-temurun dan juga tidak menimbulkan kegaduhan atau
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permasalahan di Desa Adat. Sampai di sini perlu diingatkan kembali bahwa
penyuratan Awig-Awig bertujuan menciptakan kasukretan atau kedamaian Desa
Adat, dan bukan kegaduhan atau aneka permasalahan di Desa Adat.

Desa Adat di Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran Perda Desa
Adat di Bali 2019 berjumlah 1.493 Desa Adat. Rincian Desa Adat pada masing-

masing Kabupaten/Kota di Bali tergambar seperti di bawah ini.

Data Desa Adat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2019

Nomor Kabupaten/Kota Jumlah Desa Adat
1 Buleleng 170
2 Jemberana 64
3 Tabanan 349
4 Badung 122
5 Denpasar 35
6 Gianyar 273
7 Bangli 168
8 Klungkung 122
9 Karangasem 190

Jumlah 1.493

Otonomi Desa Adat
Desa Adat memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Hak dan kewenangan
tersebut disebut otonomi asli karena tidak merupakan kewenangan pemberian,
melainkan lahir dan tumbuh bersamaan dengan terbentuknya Desa Adat. Hak
tersebut diakui oleh Negara melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang menyatakan:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”
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Istilah “otonomi Desa Adat” tidak ditemukan dalam batang tubuh Perda

Desa Adat di Bali 2019, tetapi secara jelas disebutkan dalam konsideran

menimbang dan penjelasan umumnya. Konsideran huruf a Perda Desa Adat di

Bali 2019 menyatakan sebagai berikut:

“bahwa Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta

memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah

tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap

kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara”

Otonomi Desa Adat tersebut mencakup isi yang sangat luas, mencakup

semua kewenangan Desa Adat, baik kewenangan Desa Adat berdasarkan asal-

usul maupun kewenangan lokal berskala Desa Adat.

Secara terinci, Perda Desa Adat di Bali 2019 menyebutkan kewenangan-

kewenangan Desa Adat tersebut dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Sesuai dengan

ketentuan Pasal 24 kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, meliputi:

a.
b.

C.

pembentukan Awig-Awig, Pararem, dan peraturan adat lainnya;
penetapan perencanaan pembangunan Desa Adat;

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;

pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;

pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni
dan budaya serta kearifan lokal;

pengelolaan Wewidangan dan tanah Padruwen Desa Adat;

pengelolaan Padruwen Desa Adat;

pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas Bali
Mawacara dan Desa Mawacara,

penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;

turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan
yang ada di Wewidangan Desa Adat;

pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban Krama di Desa Adat;
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|.  penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/wicara Adat yang
bersifat keperdataan; dan

m. penyelesaian perkara adat/ wicara berdasarkan hukum adat.

Kewenangan Desa Adat berskala lokal, sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 25, meliputi kewenangan untuk melakukan pengelolaan tempat suci dan
kawasan suci; hutan adat; sumber-sumber air; pasisi dan sagara, padruwen
Desa Adat/wilayah ulayat adat; pertanian, perkebunan, perikanan, dan
peternakan; industri pangan dan kerajinan rakyat; pasar Desa Adat atau tenten;
tambatan perahu; tempat pemandian umum; sanggar seni, budaya, dan
Pasraman; kapustakaan dan taman bacaan; dan destinasi dan/atau atraksi
wisata; sepanjang yang menjadi kewenangan Desa Adat

Dari kewenangan-kewenangan Desa Adat di atas, isi otonomi Desa Adat
dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan hukumnya sendiri, dalam
bentuk Awig-Awig, Pararem, dan peraturan lain Desa Adat.

2. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat
sosial religius, seperti pelaksanaan pemerintahan, pengembangan dan
pelestarian nilai agama, tradisi, adat dan hukum adat, seni dan
budaya serta kearifan lokal; pengelolaan wilayah, milik dan dan harta
kekayaan Desa Adat; dan lain-lain.

3. Kekuasaan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban Desa Adat; dan

4. Kekuasaan untuk menyelesaikan perkara-perkara adat.

Seperti digariskan oleh Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945 di atas, otonomi
Desa Adat bukanlah otonomi yang mutlak, melainkan semi-otonom, karena
harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan prinsip-prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya, pelaksanaan otonomi Desa Adat
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Prajuru Desa Adat

Penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dilakukan oleh Prajuru. Secara

umum, istilah Prajuru menunjuk pada semua perangkat pimpinan yang

mengurus organisasi tradisional Bali, seperti Desa Adat, Subak, Sekaa, Dadya,
dan lain-lain. Itu sebab, dalam Pasal 1 angka 15 Perda Desa Adat di Bali 2019

dinyatakan bahwa "Prgjuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat” yang

dipimpin seorang Bandesa atau Kubayan atau sebutan lain sesuai tradisi

setempat dan tipe Desa Adat setempat. Dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Perda Desa

Adat 2019, mengenai Prajuru Desa Adat diatur sebagai berikut.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 29

Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a
paling sedikit terdiri atas:

a. Bandesa Adat atau sebutan lain;

b.  Patajuh Bandesa Adat atau pangliman atau sebutan lain;

C.  Panyarikan atau juru tulis atau sebutan lain; dan

d. Patengen atau juru raksa atau sebutan lain.
Bandesa Adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dipilih oleh Krama Desa secara musyawarah mufakat.
Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,
dan huruf d, ditunjuk dan ditetapkan oleh Bandesa Adat dalam Paruman
Sabha Desa Adat.
Pemilihan Bandesa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
penunjukan Prajuru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Awig-Awig dan/atau Pararem.
Masa jabatan Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem yang berlaku di Desa Adat
setempat.
Prajuru Desa Adat melaksanakan tugas dan wewenang secara kolektif

kolegial.
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(7) Prajuru Desa Adat dapat mengangkat staf administrasi umum dan

keuangan sesuai kebutuhan.

Pasal 30
Tugas dan kewajiban Prajuru Desa Adat meliputi:

a. menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;

b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;

c. melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan Parahyangan, Pawongan, dan
Palemahan;

d. melaksanakan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat;

e. menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi dalam Wewidangan
Desa Adat;

f. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam
Wewidangan Desa Adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi
masing-masing;

g. melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada

huruf b dan huruf ¢ dalam Paruman Desa Adat.

Krama Desa Adat

Tidak setiap orang yang berdomisili di Desa Adat dapat disebut Krama
Desa Adat atau Krama Bali. Berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa
Pakraman (MUDP) Bali, Nomor: 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006, Jumat, 3
Maret 2006 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung I MDP Bali, ditegaskan bahwa
penduduk Bali dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: Krama desa (penduduk
beragama Hindu dan mipi/ atau tercatat sebagai anggota di Desa Pakraman);
Krama tamiu (penduduk yang beragama Hindu dan tidak mijpi/ atau tidak tercatat
sebagai anggota di desa Pakraman); dan tamiu (penduduk non-Hindu dan bukan

anggota Desa Pakraman).
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Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 1 Perda Desa Adat di Bali 2019 yang
menentukan sebagai berikut. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali
beragama Hindu yang Mipi/ dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mjpii,
tetapi tercatat di Desa Adat setempat. 7amiu adalah orang selain Krama Desa
Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara
atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat. Mip// adalah sistem
registrasi keanggotaan Krama Desa Adat.

Pengelompokan penduduk Bali (orang yang bertempat tinggal tetap di
Desa Adat) menjadi golongan Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu,
tujuannya bukan untuk mendiskriminasi golongan penduduk tertentu, melainkan
justru untuk memudahkan dalam memberikan beban tanggung jawab
(swadharma) yang sesuai dengan golongannya kepada masing-masing
penduduk yang dimaksud. Maksudnya demikian.

1. Memberikan kesempatan kepada AKrama Desa Adat yang memiliki
beberapa tempat kediaman/domisili untuk memilih, apakah akan menjadi
Krama Desa Adat di Desa Adat tempatnya berasal atau menjadi Krama
Desa Adat di tempatnya berdomisili.

2. Menghindari adanya Krama Desa Adat yang melaksanakan tanggung
jawab (swadharma) ganda/rangkap/double terhadap Desa Adat.
Melaksanakan tanggung jawab di Desa Adat tempatnya berasal dan
melaksanakan tanggung jawab di tempatnya berdomisili.

3. Memberikan beban tanggung jawab (swadharma) yang layak/patut
kepada 7amiu yang berdomisili di Desa Adat. Dalam arti, seorang 7amiu
yang berdomisili di Desa Adat tertentu, dibebaskan dari tanggung jawab
di bidang Parhyangan Desa Adat, tetapi mereka wajib melaksanakan
tanggung jawab tertentu di bidang Pawongan dan tanggung jawab
tertentu di bidang Pelemahan Desa Adat tempatnya berdomisili.

4. Memudahkan dalam merumuskan dalam Awig-Awig dan/atau Pararem

Desa Adat terutama yang berhubungan dengan tanggung jawab
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(swadharma) bagi masing-masing golongan penduduk yang berdomisili di
Desa Adat.

Majelis Desa Adat di Bali

Di atas telah dikemukakan bahwa di Provinsi Bali terdapat 1.493 Desa
Adat. Seluruh Desa Adat di Bali telah mendeklarasikan diri berada dalam satu
wadah organisasi yang disebut Majelis Desa Adat (MDA). Deklarasi Pembentukan
MDA di Bali dalam Paruman Agung 1, pada Anggara (Selasa) Pon, Langkir,
tanggal 6 Agustus 2019, bertempat di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Desa Adat
Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Pendeklarasian MDA di Bali
dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 72 Perda Desa Adat 2019.

Pasal 72

(1) MDA dibentuk oleh Desa Adat.

(2) MDA merupakan persatuan (pasikian) Desa Adat sebagai mitra kerja
Pemerintah Daerah sesuai tingkatan, dalam bidang adat, tradisi, budaya,
sosial religius, kearifan lokal, dan ekonomi adat.

(3) MDA terdiri atas:

a. MDA tingkat Provinsi;
b. MDA tingkat Kabupaten/Kota; dan
c. MDA tingkat Kecamatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, masa jabatan, dan

tata kerja MDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MDA.

Dimaksud Majelis Desa Adat [yang selanjutnya disingkat MDA] adalah
persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang

pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal
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dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan
keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum
adat dan ekonomi adat (Pasal 1 nomor urut 24 Perda Desa Adat di Bali 2019).

Pengertian MDA dan struktur MDA sengaja dikutip sesuai aslinya untuk
lebih menegaskan bahwa MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di Bali
yang dibentuk melalui deklarasi Desa Adat di Bali, dan bukan oleh orang
perseorangan atau institusi lain di luar Desa Adat di Bali. Oleh karena itu,
menjadi kewajiban bagi seluruh Desa Adat di Bali untuk menghormati,
memberdayakan, dan mempertahankan MDA. Cara sederhana, antara lain,
dengan menghormati dan melaksanakan setiap kesepakatan dan/atau keputusan
yang telah diambil sesuai mekanisme organisasi MDA. Penegasan ini penting
dikemukakan karena sampai sekarang masih ada pihak-pihak yang
mempertanyakan keberadaan MDA dan ada juga beberapa Desa Adat di Bali
yang bersikap lain terhadap keberadaan MDA di Bali.

Dalam hubungan dengan tata kerja MDA, khususnya tugas MDA, dalam
Pasal 14 Anggaran Dasar MDA ditentukan bahwa Pajuru Harian MDA Provinsi Bali
bertugas: (a) melaksanakan Paruman Agung, Pasamuhan Agung, dan Paruman
Madya; (b) melaksanakan putusan Paruman Agung dan putusan Pasamuhan
Agung, (c) mengayomi, membina, dan mengembangkan adat, tradisi, budaya
Bali; (d) memberikan saran, usul, dan pendapat/pertimbangan mengenai
masalah-masalah adat dan kearifan lokal kepada Pemerintah Daerah serta
berbagai pihak, baik perseorangan, kelompok, maupun lembaga; (e)
mendampingi Desa Adat dalam penyuratan Awig-Awig dan/atau Pararem; (f)
melaksanakan penyuluhan adat istiadat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal
masyarakat adat Bali secara menyeluruh; dan (g) menyelesaikan masalah-
masalah strategis yang dihadapi oleh MDA Provinsi. Inilah yang dijadikan acuan
oleh MDA Provinsi Bali dalam menyusun buku “Panduan Penyuratan Awig-Awig
Desa Adat di Bali”.

Sesuai hamanya, buku panduan, fungsinya hanya sebagai pemandu atau

penuntun pada waktu Desa Adat di Bali menyuratkan Awig-Awig. Di samping itu
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perlu juga diperhatikan unsur pokok Desa Adat di Bali yang terdiri atas unsur
parahyangan (tempat suci umat Hindu dan aktivitas lainnya yang berkaitan
dengan agama Hindu); unsur pawongan (warga desa yang beragama Hindu);
unsur palemahan (wilayah desa yang berupa karang ayahan desa dan karang
gunakaya yang diatur sesuai dengan agama Hindu); serta nilai-nilai dan norma
agama Hindu yang sebagian di antaranya telah dirumuskan dalam keputusan
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dalam bentuk kesatuan
tafsir aspek-aspek tertentu dari ajaran agama Hindu. Selain itu peran Pemerintah
Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (Dinas PMA) juga sangat
penting untuk diperhatikan.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tugas menata Desa Adat di
Bali melalui penyuratan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat, kasukretan
Desa Adat di Bali dan masyarakat Bali pada umumnya, sesungguhnya bukan saja
merupakan tugas MDA, melainkan wajib dilakukan secara terkoordinasi antara
MDA di Bali, PHDI Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Bali.
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BAB III
HUKUM ADAT, AWIG-AWIG,
DAN TATA HUKUM NASIONAL

Hukum Adat dan Hukum Adat Bali

Sebagian aspek kehidupan masyarakat Bali masih diatur berdasarkan
hukum adat dan sebagian lagi diatur berdasarkan hukum nasional. Yang
dimaksud hukum adat adalah hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam
bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini
mengandung unsur agama. Dengan demikian, hukum adat bukanlah hukum
yang dibuat oleh Negara (Pemerintah), melainkan tumbuh, hidup, dan
berkembang di tengah-tengah masyarakat. Di seluruh wilayah Indonesia
terdapat beragam suku bangsa dengan tatanan masyarakatnya masing-masing
yang beragam pula. Pada masing-masing suku bangsa tersebut berlaku hukum
adat yang berbeda-beda. Itu sebab, norma hukum adat yang berlaku di masing-
masing daerah di Indonesia berbeda-beda, walaupun terdapat nilai-nilai dan
asas-asas yang sama dan berlaku universal.

Hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat Bali (etnis Bali-Hindu)
disebut Hukum Adat Bali. Dalam bahasa sehari-hari, istilah hukum adat Bali tidak
terlalu lazim digunakan oleh masyarakat umum. Istilah yang lebih lazim adalah
istilah dresta, yang secara umum dapat disinonimkan dengan adat kebiasaan
yang berlaku dalam masyarakat. Dresta (adat) sendiri meliputi tiga golongan
dresta, yaitu gama, sima, dan cara. Gama adalah adat yang berisi nilai-nilai
kehidupan yang dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman hidup seluruh
masyarakat adat Bali. Nilai-nilai yang terkandung dalam gama kemudian
diimplementasikan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada masing-
masing daerah di Bali. Karena situasi dan kondisi masing-masing daerah
berbeda, maka terbuka peluang penerapan nilai-nilai dalam gama tersebut

menjadi bervariasi atau berbeda-beda. Ketika penerapan nilai-nilai itu menjadi
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ajeg pada setiap daerah, maka lahirlah sima yang diikuti dan ditaati oleh
masyarakat di daerah itu, sehingga ada Sima Karangasem, Sima Buleleng, Sima
Bangli, Sima Klungkung, Sima Gianyar, Sima Badung, Sima Tabanan, Sima
Jembrana, dan seterusnya. Pada lingkup yang lebih sempit, kadang-kadang
permasalahan konkret yang dihadapi masing-masing tempat (desa) berbeda-
beda. Untuk menghadapi dan/atau menyelesaikan permasalahan konkret itu
masing-masing tempat kemudian membuat aturan sendiri yang dirumuskan
melalui Paruman atau Pasangkepan (rapat desa/banjar). Hasil Paruman ini
disebut Pararem, sedangkan golongan dresta (adat) yang lahir dari Pararem ini
disebut cara. Dari istilah cara inilah berkembang istilah desa mawacara, yang
artinya setiap desa dapat membuat aturannya (cara) sendiri.

Tidak semua dresta (adat) merupakan hukum adat. Hanya aturan-aturan
adat yang mempunyai akibat hukum saja yang dapat digolongkan sebagai
hukum adat. Akibat hukum itu dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau
hapusnya suatu keadaan hukum; dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau
hapusnya suatu hubungan hukum; atau dapat berupa sanksi (hukuman). Contoh
keadaan hukum adalah status. Misalnya, seorang gadis yang belum pernah
kawin memiliki status “tidak kawin”. Ketika gadis itu kawin, maka terjadi
perubahan keadaan hukum dari status “tidak kawin” menjadi berstatus “kawin”;
dan apabila bercerai gadis itu berstatus “janda”. Contoh lain keadaan hukum
adalah keadaan hukum dewasa dan belum dewasa. Ketika seorang anak
mencapai usia tertentu (19 tahun menurut Undang-Undang Perkawinan), maka
lahir keadaan hukum baru sekaligus terjadi perubahan keadaan hukum, di mana
anak itu dari keadaan hukum “belum dewasa” (minderjareg) menjadi berada
dalam keadaan hukum “dewasa” (merderjareg), sehingga dapat melakukan
perbuatan hukum tanpa perlu bantuan pihak lain. Contoh hubungan hukum
adalah hubungan perkawinan, hubungan antara anak dengan orangtua, dan lain-
lain. Kalau ada aturan adat (dresta) yang dapat menimbulkan akibat hukum
seperti itu, maka adat tersebut adalah hukum adat. Di luar hukum adat, banyak

sekali terdapat aturan adat yang tidak bersifat hukum karena tidak menimbulkan
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akibat hukum, seperti misalnya adat berpakaian, adat menyambut tamu, adat
berbahasa, dan lain-lain.

Hukum adat Bali berlaku bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu.
Walaupun hukum adat Bali tidak dapat disamakan dengan Hukum Hindu,
mengingat hukum yang berlaku bagi umat Hindu di berbagai daerah di dunia itu
berbeda-beda, tetapi pengaruh agama Hindu Bali terhadap hukum adat yang
berlaku bagi masyarakat adat Bali sangat kuat. Demikian kuatnya pengaruh
agama Hindu terhadap adat kehidupan orang Bali menyebabkan sulitnya
membedakan bagian mana dari kehidupan orang Bali yang bersumber dari
kebudayaan, tradisi, dan adat kebiasaan asli Bali dan bagian-bagian mana yang
dipengaruhi dan/atau bersumber dari agama. Oleh karena itu, antara adat dan
agama Hindu Bali tidak mungkin dapat dipisahkan. Ibarat tubuh manusia, ajaran
agama itu adalah jiwa atau roh, sedangkan adat adalah badan kasar yang
menjadi wadah dari roh itu. Begitu juga dalam kehidupan hukum orang Bali.
Tanpa mengadakan penelitian dan pengkajian yang mendalam dan ilmiah,
sangatlah sulit membedakan mana aturan-aturan hukum yang bersumber dari
adat (tradisi, kebiasaan-kebiasan masyarakat) dan mana aturan-aturan hukum
yang bersumber dari ajaran agama Hindu. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa
hukum adat Bali itu dijiwai oleh agama Hindu.

Di manakah hukum adat Bali ditemukan? Untuk bagian-bagian hukum
adat Bali yang tidak tertulis, dapat ditemukan dalam adat kebiasaan atau tradisi
yang telah lama hidup dalam masyarakat adat Bali (dresta: kuna dresta, desa
dresta, dan /oka dresta). Untuk bagian-bagian hukum adat Bali yang tertulis
(tersurat/terdokumentasikan) dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum
tertulis, seperti dalam Awig-Awig, Pararem, sastra dresta (kitab-kitab hukum
agama, seperti kitab agama, kitab adigama, kitab purwagama, dan lain-lain),
paswara-paswara (keputusan) raja-raja, keputusan lembaga adat dan
keagamaan, dalam hal ini Majelis Desa Adat (dulu Majelis Desa Pakraman) dan

Parisada Hindu Dharma.
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Perlu dicatat untuk menjadi perhatian bersama bahwa hukum adat,
termasuk hukum adat Bali, bersifat dinamis dan fleksibel, selalu dapat
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan karakter hukum adat
seperti itu, perlu kehati-hatian dalam menerapkan hukum adat Bali dari sumber-
sumber di atas yang berlaku pada masa lalu. Tidak sedikit nilai-nilai, asas-asas,
dan norma hukum pada masa lalu tidak dapat lagi diterapkan pada masa
sekarang. Contoh, larangan perkawinan beda wangsa, asupundung dan
alangkahi karanghulu, adat manak salah, dan lain-lain. Dalam keniscayaan suatu
perubahan, masyarakat adat Bali sesungguhnya sudah memiliki kearifan lokal
untuk menyikapi perubahan, yaitu konsep desa, kala, patra di mana penerapan
nilai-nilai, asas-asas, dan norma hukum selalu disesuaikan dengan tempat

(desa), waktu (kala), dan keadaan/kondisi yang dihadapi manusia (patra).

Awig-Awig Desa Adat

Dilihat dari sumber-sumber Hukum Adat Bali di atas, maka salah satu
wujud hukum adat Bali adalah Awig-Awig Desa Adat. Dalam Pasal 1 Perda Desa
Adat di Bali 2019, dijelaskan: Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa
Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu,
dan 7amiu.

Awig-Awig berlaku bagi warga (Krama desa, Krama tamiu, dan tamiu)
yang bertempat tinggal di wilayah Desa Adat masing-masing. Saat ini di Bali
terdapat 1.493 Desa Adat dan setiap Desa Adat tersebut memiliki Awig-Awig
masing-masing yang belum tentu sama antara Desa Adat satu dengan Desa Adat
lain. Peluang terjadi perbedaan itu disebabkan dianutnya asas desa mawacara di
mana setiap Desa Adat berwenang membuat aturan hukumnya sendiri. Kondisi
ini memungkinkan terjadi keadaan tidak pasti (ketidakpastian hukum) mengenai
hukum adat yang berlaku terhadap suatu masalah, sehingga dapat menyulitkan
pergaulan hidup Krama Bali yang berbeda-beda Desa Adat. Kondisi ini disadari
oleh pembentuk Perda Desa Adat di Bali 2019, sehingga dibuatkan norma untuk

mengatasi masalah tersebut. Melalui Pasal 24 Perda Desa Adat di Bali 2019,
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ditentukan bahwa Desa Adat tidak hanya berwenang mengembangkan
kehidupan hukum adat berdasarkan asas Desa Mawacara, melainkan juga
berdasarkan asas Bali Mawacara, yaitu kesamaan hukum adat yang berlaku di
Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, di samping terdapat
norma-norma hukum adat Bali yang berbeda-beda sesuai konsep desa, kala,
patra dan asas desa mawacara, dalam hal-hal tertentu, sepanjang
memungkinkan, dirumuskan norma hukum adat Bali yang berlaku untuk seluruh
Bali. Wewenang untuk merumuskan hukum adat Bali yang berasaskan Bali
Mawacara ada di tangan Majelis Desa Adat, seperti ditentukan dalam Pasal 76
ayat (2) huruf a: bahwa MDA Provinsi mempunyai wewenang “menemukan,
merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir terkait dengan adat-istiadat dan
Hukum Adat Bali".

Awig-Awig Desa Adat Tempo Dulu

Kalau dilihat dari tujuannya, Awig-Awig pada zaman dulu atau zaman
sekarang, tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan kedamaian (kasukretan)
Desa Adat. Yang agak berbeda adalah sistematika dan substansinya. Sistematika
Awig-Awig zaman sekarang (yang dimaksud adalah Awig-Awig sesudah tahun
1986 atau sesudah terbentuk Majelis Pembina Lembaga Adat atau MPLA) lebih
rapi sehingga lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan sistematika Awig-

Awig zaman dulu (sebelum tahun 1986).

Awig-Awig Sekarang dan Akan Datang

Dimaksud Awig-Awig masa sekarang dan masa depan adalah Awig-Awig
yang dirancang sesudah tahun 2019 atau sesudah berlaku Perda Desa Adat di
Bali 2019 atau sesudah terbentuk Majelis Desa Adat di Bali.

Dapat disebut sebagai awal perhatian masyarakat Bali (khususnya Provinsi
Bali beserta jajarannya) terhadap pentingnya penulisan Awijg-Awig adalah pada
tahun 1969, yaitu sejak dilaksanakannya Seminar Hukum I, tentang “Pembinaan
Awig-Awig Desa Dalam Tertib Masyarakat”, tanggal 8-9 September 1969, oleh

29



Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerjasama dengan Pemerintah Daerah
Propinsi Bali. Beberapa kesimpulan seminar tersebut, mengisyaratkan agar setiap
Awig-Awig Desa Adat supaya diberi bentuk tertulis oleh Desa Adat bersangkutan.
“Awig-Awig yang belum tertulis, dalam waktu singkat supaya diusahakan
penulisannya, dengan catatan, sambil menunggu penulisan tersebut, Awig-Awig
yang tidak tertulis masih tetap mempunyai kekuatan berlaku sebagaimana biasa.
Di dalam penulisan Awig-Awig oleh desa, supaya diperhatikan sistematika yang
menjamin adanya suatu susunan yang mudah dipahami dan dipergunakan” (FH
& PM Unud, 1970 : 91)

Setelah terbentuknya Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) tahun 1979,
lembaga ini juga ikut melaksanakan tugas pembinaan dan penulisan Awig-Awig,
bersama instansi/unit kerja terkait yang lain3. Walupun telah ada Tim Pembina
Penulisan Awig-Awig, tetapi format Awig-Awig tertulis belum seragam, karena
belum ada pedoman tentang tata cara penulisan Awig-Awig’.

Setelah Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-Awig dan Keputusan Desa
Adat berhasil dirumuskan (setelah beberapa kali mengalami penyempurnaan,
terakhir diterbitkan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Prop. Bali, tahun 2002),
baik sistematika maupun sebagian besar substansi pokok Awig-Awig tertulis
(dikenal dengan sebutan giying), tampak seragam di seluruh Bali. Kalau ada
beberapa perbedaan, akan tampak pada Pararem. Hal ini mudah dimengerti,
karena pedoman ini selanjutnya menjadi semacam “buku suci” bagi masyarakat
(terutama Tim Pembina Penyuratan Awig-Awig di Kabupaten dan Propinsi) pada

saat yang bersangkutan melaksanakan tugas.

% Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Prop. Bali, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali Nomor : 18/Kesra. 11/C/119/1979, tanggal 21 Maret 1979.
Setelah berlakunya Perda Prop. Bali Nomor : 3/2001 tentang Desa Pakraman, Surat Keputusan
Gubernur tentang MPLA, dicabut dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 24/2002, tanggal 22
Oktober 2002.

4 Sebagai mahasiswa di FH Unud, pada tahun 1980, Wayan P. Windia dan Komang Pradnyana
Sudibya, beruntung diajak bergabung sebagai anggota Tim Pembina Penulisan Awig-Awig di Desa Adat
Tanjung, Benoa, dipimpin Tjok Raka Dherana, S.H. Ikut dalam tim tersebut, | Gusti Ketut Kaler, A.A.
Putu Oka Suetja,S.H. dan Made Pasek Diantha,S.H.
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Dewasa ini, sesudah berlaku Perda Desa Adat 2019, Pedoman/Teknis
Penyusunan Awig-Awig dan Keputusan Desa Adat tahun 2002, tentu tidak dapat
dijadikan panduan dalam menyusun Awig-Awig Desa Adat karena banyak hal
yang tampak kurang sejalan dengan substansi Perda Desa Adat 2019. Selain itu,
memperhatikan perkembangan masyarakat, ada baiknya dipikirkan Awig-Awig
Desa Adat untuk masa depan dirancang dalam bahasa Bali dan bahasa Indonesia

serta untuk Desa Adat, tentu juga disertai terjemahan dalam bahasa Inggris.

Pengenaan Danda atau Sanksi Adat

Dalam Hukum Adat Bali, termasuk Awig-Awig Desa Adat, sanksi itu
dikenal dengan sebutan danda atau pamidanda. Pada dasarnya fungsi
pamidanda/danda (sanksi adat) adalah untuk memulihkan keseimbangan, baik
magis maupun fisik, sehingga keseimbangan material dan spiritual dapat
diwujudkan. Dalam Awig-Awig Desa Adat, fungsi keseimbangan ini dirumuskan
dengan ungkapan "Ngrajegang kesukretan desa saha pawongannya sakala lan
niskala” (mewujudkan kedamaian di Desa Adat secara nyata/lahir (sakala) dan
keyakinan/batin (niskala). Agar danda atau pamidanda (sanksi adat) dapat
berfungsi sebagaimana tertuang dalam patitis (tujuan) Awig-Awig seperti
disebutkan di atas, kiranya perlu ada kebijaksanaan dalam memilah dan memilih
jenis sanksi yang sesuai dengan rasa keadilan sebagian besar warga. Di antara
jenis-jenis sanksi yang terdapat dalam Awig-Awig tersurat maupun belum
tersurat, beberapa di antaranya yang masih layak dipertahankan, antara lain: (1)
Arta danda, yaitu jenis sanksi yang memiliki nilai ekonomi, seperti: ganti rugi
berupa sejumlah uang atas kelalaian dalam melakukan perbuatan tertentu, dosa
(denda); (2) Jiwa danda, yaitu jenis sanksi tertentu yang dibebankan kepada
perasaan (jiwa), seperti: ngaksama (minta maaf) kepada seseorang atau di
hadapan Paruman (rapat) Banjar Adat atau Desa Adat; (3) Sangaskara danda,
yaitu jenis sanksi dalam bentuk pelaksanaan upacara tertentu sesuai agama

Hindu, seperti: upacara pamarisuda, prayascita, pabalik sumpah.
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Selain ngaksama (minta maaf) ada juga jenis jiwa danda yang berupa
kasepekang (pemberhentian sementara sebagai Krama Desa Adat) dan
kanorayang (pemberhentikan permanen sebagai Krama Desa Adat). Kedua jenis
Jiwa danda ini memang masih dapat ditemui dalam Awig-Awig tidak tersurat
yang hidup dalam masyarakat adat di Bali (Desa Adat di Bali), tetapi sebaiknya
tidak dicantumkan dalam Awig-Awig tersurat, karena pengenaan kedua jenis
sanksi adat (danda) ini cenderung menimbulkan berbagai permasalahan yang

lebih rumit dan/atau lebih besar, sesudah sanksi adat ini dijatuhkan.

Kedudukan Hukum Adat dan Awig-Awig Desa Adat dalam Tata Hukum
Nasional Indonesia
Bagaimana kedudukan hukum adat pada umumnya dan Awig-Awig Desa

Adat pada khususnya dalam Tata Hukum Nasional Indonesia? Untuk
mengetahui, terlebih dahulu harus dijelaskan apa yang dimaksud tata hukum
Indonesia. Pada dasarnya, tata hukum adalah semua peraturan hukum yang
dibuat oleh suatu negara dan berlaku saat itu bagi warga negaranya. Begitu juga
halnya dengan Negara Indonesia memiliki sistem tata hukum sendiri yang
disebut Tata Hukum Indonesia. Sistem Tata Hukum Indonesia ini lazim pula
disebut Sistem Hukum Nasional Indonesia. Tata hukum Indonesia berpedoman
pada Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, tersusun secara hirarki (bertingkat) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Daerah, di dalamnya Peraturan Daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota, dan Desa.
Hukum adat tidak dibuat oleh Negara (Pemerintah), melainkan tumbuh

dari bawah. Hukum adat lahir, berkembang, dan dipraktikkan oleh masyarakat

pendukungnya, sehingga hanya berlaku lokal pada masyarakat tertentu.
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Misalnya, hukum adat Bali hanya berlaku bagi masyarakat adat Bali. Walaupun
hukum adat tidak dibuat oleh Negara, tetapi negara mengakui keberadaan
hukum adat, termasuk Awig-Awig yang merupakan produk hukum kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam UUDNRI Tahun 1945, yang menjadi sumber Tata Hukum
Indonesia, tidak satu pasal pun yang secara khusus menyebut kedudukan hukum
adat. Pada awal kemerdekaan, pengakuan berlakunya hukum adat secara umum
dilandasi oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang memberlakukan kembali
hukum yang pernah berlaku pada zaman penjajahan, sepanjang belum diadakan
yang baru menurut UUD 1945. Setelah UUD 1945 diamandemen menjadi UUD RI
Tahun 1945, ketentuan yang sama dinyatakan dalam Pasal I Aturan Peralihan
UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan:

“Segala peraturan perundang-undangan yang telah ada masih tetap berlaku
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Berdasarkan ketentuan inilah, segala peraturan yang telah ada
sebelumnya, termasuk peraturan pada zaman penjajahan, tetap berlaku selama
belum diadakan yang baru menurut UUDNRI Tahun 1945. Pada zaman
penjajahan Belanda, berlaku suatu peraturan yang menggolongkan penduduk di
Indonesia (waktu itu disebut Hindia Belanda) menjadi tiga golongan, yaitu
penduduk golongan Eropa, penduduk golongan Bumi Putra (Indonesia asli), dan
penduduk golongan Timur Asing. Terhadap masing-masing golongan penduduk
tersebut berlaku hukumnya masing-masing. Penduduk Golongan Eropa berlaku
hukum Barat (Hukum Eropa), sedangkan bagi penduduk golongan Bumiputra
(Indonesia asli) berlaku hukum adat (Pasal 131 jo Pasal 163 IS). Atas dasar
ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (kemudian menjadi Pasal I Aturan
Peralihan UUDNRI Tahun 1945) inilah hukum adat sampai sekarang tetap
berlaku bagi warga negara Indonesia yang berasal dari golongan Bumiputra
(Indonesia asli), terutama pada bidang-bidang kehidupan yang belum diatur oleh

hukum nasional, seperti hukum keluarga dan hukum waris.
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Mengenai kedudukan Awig-Awig Desa Adat, Negara mengakui secara
khusus melalui Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, yang menentukan
bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Desa Adat di Bali adalah suatu kesatuan
masyarakat hukum adat yang memiliki hak-hak tradisional, antara lain:
membuat, melaksanakan, dan menegakkan Awig-Awignya sendiri. Dengan
demikian, kedudukan Desa Adat di Bali diakui dan dihormati oleh Negara. Karena
keberadaan Desa Adat dengan Awig-Awigmnya diakui oleh Negara melalui
UUDNRI Tahun 1945, maka kedudukan Awig-Awig Desa Adat diakui
keberadaannya dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Dalam tataran lokal,
kedudukan Awig-Awig Desa Adat semakin kuat setelah Pemerintah Provinsi Bali
mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengakui dan mengatur keberadaan Desa
Adat, mulai dari Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986, Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, dan sekarang Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
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BAB IV

ISI DAN TATA CARA PENYURATAN
AWIG-AWIG DESA ADAT

Materi Muatan (Isi) Awig-Awig Desa Adat
Awig-Awig Desa Adat mengatur aspek-aspek 7r7 Hita Karana, yaitu aspek-
aspek yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan

(Parahyangan), aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan antara sesama

manusia (Pawongan), dan aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan antara

manusia dengan lingkungan alam (Palemahan). Tujuan pengaturan tersebut
adalah untuk mewujudkan kasukretan desa sakala dan niskala, yang dapat
diterjemahkan sebagai suatu suasana kehidupan yang rukun, tertib, dan damai.

Hal itu dengan jelas disebutkan dalam Pasal 14 Perda Nomor 4 Tahun 2019 yang

menentukan sebagai berikut:

(1) Awig-Awig Desa Adat mengatur Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan
Desa Adat.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai,
serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik saguluk,
parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya.

Selanjutnya Pasal 15 menentukan bahwa materi muatan Awig-Awig Desa Adat

meliputi:

a. Sukreta tata parahyangan,
b. Sukreta tata pawongan,; dan
C. Sukreta tata palemahan Desa Adat.

Negara mengakui bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat

teritorial di Bali memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus
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rumah tangganya sendiri, termasuk dalam menetapkan, melaksanakan, dan
menegakkan hukumnya sendiri. Dengan demikian, Awig-Awig Desa Adat dapat
mengatur semua aspek kehidupan di Desa Adat yang berkaitan dengan 7/ Hita
Karana. Namun demikian, harus diakui bahwa pengakuan Negara terhadap hak
otonomi Desa Adat adalah suatu pengakuan bersyarat, seperti yang ditentukan
dalam konstitusi (Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945). Oleh karena itu,
materi muatan (isi) Awig-Awig Desa Adat sepatutnya memenuhi persyaratan-
persyaratan materiil sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik

Indonesia;
2. Tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu;
3. Memperhatikan keharmonisan antara prinsip Desa Mawacara dengan

prinsip-prinsip Bali Mawacara.

Arti Penyuratan Awig-Awig

Penyuratan Awig-Awig Desa Adat mengandung arti, antara lain: (1)
menyuratkan Awig-Awig yang sebelumnya tidak tersurat; (2) merevisi Awig-Awig
yang sudah tersurat; (3) menyesuaikan sistematika Awig-Awig tersurat; dan (4)
menyusun buku Awig-Awig tersurat.

Menyuratkan Awig-Awig yang sebelumnya tidak tersurat dilakukan dengan
cara mempelajari Awig-Awig yang belum tersurat yang ada dan masih
berlaku/ditaati oleh Krama Desa Adat, “menilai” apakah Awig-Awig tersebut
masih sesuai dengan perkembangan zaman ataukah sudah ketinggalan zaman,
menyuratkan dengan bahasa hukum yang baik dan benar.

Pada waktu menyurat atau merevisi Awig-Awig, perlu 'menilai” apakah
Awig-Awig (tertulis maupun tidak tertulis) yang masih berlaku, sesuai atau tidak
sesuai dengan perkembangan zaman? Yang dapat dijadikan “alat ukur” dalam
menilai, antara lain: (1) nilai-nilai luhur agama Hindu; (2) Keputusan MPLA
Provinsi Bali, PHDI Pusat, dan PHDI Provinsi Bali, MUDP, MDA Provinsi Bali; (3)
Perda Desa Adat di Bali 2019; (4) aturan perundang-undangan yang berlaku di
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NKRI, dengan perkecualian hal-hal yang berhubungan dengan hukum keluarga,

sebagian hukum tanah, dan hukum agama.

Pentingnya Penyuratan Awig-Awig

Penyuratan Awig-Awig penting dilakukan. Tujuannya, antara lain, agar

Desa Adat memiliki satu buku Awig-Awig tersurat, lebih mudah dalam

mewujudkan kepastian hukum atau kepastian Awig-Awig, adanya warisan

(temon-temon) berupa Awig-Awig tertulis untuk generasi yang akan datang.

Manfaatnya antara lain:

1.

Memudahkan membaca, mempelajari, dan menemukan hal-hal yang
belum diatur dalam Awig-Awig.

Memudahkan dalam mendikusikan dan menafsirkan hal-hal yang
dirasakan kurang jelas/kabur.

Memudahkan dalam menemukan dan mengiventariskan ketentuan yang
tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan/atau bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memudahkan dalam menyelesaikan wicara (perkara adat).

Memudahkan dalam menciptakan kedamaian (kasukretan) Desa Adat.
Memudahkan dalam membangun hubungan baik dengan Desa Adat
tetangga dan pihak lain di luar Desa Adat.

Memudahkan dalam melaksanakan dan mempertahankan nilai-nilai agama
Hindu dan budaya Bali dalam kehidupan Desa Adat.

Walaupun demikian bukan berarti Awig-Awig tersurat tidak memiliki

kelemahan. Kelemahannya antar lain:

1.
2.

Cenderung kaku dan sulit disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
Dalam beberapa hal juga sulit mendekati rasa keadilan masyarakat
tempat Awig-Awig itu berlaku.

Sementara itu, Awig-Awig yang belum tersurat memiliki sifat sebaliknya.

Lebih luwes, sehingga relatif lebih mudah menyesuaikan dengan perkembangan
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zaman serta lebih mudah dalam mendekati rasa keadilan masyarakat tempat
Awig-Awig itu berlaku.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penyuratan Awig-Awig penting
dilakukan. Tujuan dan manfaatnya juga sudah dijelaskan. Walaupun demikian,
perlu hati-hati dalam menyuratkan Awig-Awijg. Jangan bermimpi untuk
menyuratkan semua Awig-Awig yang belum tertulis yang hidup dalam
masyarakat (Desa Adat). Apalagi disertai "“muatan” kepentingan pribadi atau
kelompok tertentu.

Dalam hal ini perlu dipahami bahwa tidak semua Awig-Awig yang belum
tersurat/tertulis dapat disuratkan/ditulis. Ada Awig-Awig belum tersurat yang
dapat disuratkan, ada yang sulit disuratkan, dan bahkan ada yang tidak mungkin
disuratkan. Penyuratan Awig-Awig sebaiknya dilakukan apabila Awig-Awig yang
dimaksud memang dapat dan mudah disuratkan. Ketentuan Awig-Awig yang sulit
disuratkan sebaiknya dipikirkan saja, sementara Awig-Awig yang belum tertulis
yang dirasakan tidak mungkin disuratkan atau kalau disuratkan justru dapat
menimbulkan masalah, sebaiknya dibiarkan hidup sebagai Awig-Awig yang
belum tersurat selamanya. Pada akhirnya waktu juga akan menguji, apakah
Awig-Awig itu bertahan hidup ataukah ditinggalkan oleh masyarakatnya.
Terlepas dari kenyataan tersebut, di bawah ini dikemukakan secara singkat
rangkaian kegiatan yang patut dilakukan terkait dengan proses penyuratan Awig-
Awig Desa Adat di Bali. Uraian akan diawali dengan penjelasan beberapa istilah

yang ada hubungan dengan penyuratan Awig-Awig.

Beberapa Istilah Perlu Dipahami Sebelum Menyuratkan Awig-Awig

Ada beberapa istilah penting yang perlu dipahami lebih awal apabila ingin
memahami keberadaan Hukum Adat Bali, Desa Adat di Bali, Awig-Awig Desa
Adat di Bali, terutama dalam hubungan dengan usaha penyuratan Awig-Awig.
Istilah yang dimaksud dapat ditemui dalam berbagai kepustakaan dan hasil
penelitian tentang Hukum Adat Bali dan dapat pula ditemui pada masing-masing

Desa Adat di Bali. Berdasarkan pengalaman penelitian terhadap istilah-istilah
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adat dan Hukum Adat Bali dapat diketahui bahwa ada kalanya masing-masing
Desa Adat di Bali begitu gigih mempertahankan istilah yang ada dan berlaku di
Desa Adat-nya atas dasar prinsip/asas desa mawacara. Di lain pihak, Perda
Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, menjadikan Bali
mawacara sebagai salah satu asasnya. Yang dimaksud dengan “Bali
mawacara/kesatuan Bali” adalah kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali,
baik tertulis maupun tidak tertulis. Itulah sebabnya beberapa istilah penting yang
dituangkan dalam Buku Penuntun ini sebagian besar diambil dari Pasal 1 Perda
Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan sebagian kecil
dikutip dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
(Selanjutnya disebut Pergub Awig-Awig 2020). Tujuannya untuk menumbuhkan
persepsi yang Ssama mengenai peristilahan yang akan digunakan dalam

penyuratan Awig-Awig. Berikut kutipan beberapa istilah yang dimaksud.

1. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki
wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan
sendiri, tradisi, tata Krama pergaulan hidup masyarakat secara turun
temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan
desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri.

2. Banjar Adat atau Banjar Suka Duka atau sebutan lain adalah bagian dari
Desa Adat.

3. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang
Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.

4. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak

Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
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5. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang
berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat
tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.

6. Mipil adalah sistem registrasi keanggotaan Krama Desa Adat.

7. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan
bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan,
Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.

9. Bandesa Adat atau Kubayan atau dengan sebutan lain adalah Pucuk
Pengurus Desa Adat.

10. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang
melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat.

11. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang
melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan
hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat.

12.Perkara Adat/Wicara adalah setiap persoalan hukum adat dalam urusan
parahyangan, pawongan, dan palemahan baik atas dasar permohonan
maupun sengketa.

13. Pacalang Desa Adat atau Jaga Bhaya Desa Adat atau sebutan lain, yang
selanjutnya disebut Pacalang, adalah satuan tugas keamanan tradisional
Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga
keamanan dan ketertiban wilayah di wewidangan Desa Adat.

14. Yowana Desa Adat atau Daa Taruna Desa Adat atau sebutan lain, yang
selanjutnya disebut Yowana Desa Adat, adalah organisasi
daa-taruna/pemudi-pemuda di Desa Adat dan/atau Banjar Adat.

15. Krama Istri Desa Adat adalah organisasi istri Krama Desa Adat.

16. Sekaa adalah berbagai organisasi di Desa Adat yang dibentuk oleh Desa

Adat dan/atau Krama Desa Adat berdasarkan minat, bakat, atau
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kebutuhan atas dasar kepentingan yang sama, sesuai dengan yang
dimaksud oleh namanya.

17.Majelis Desa Adat, yang selanjutnya disingkat MDA, adalah persatuan
(pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan
secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang
pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta
kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan,
pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial
religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.

18. Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah
lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan
strategis di Desa Adat.

19. Pasangkepan Desa Adat atau yang disebut dengan istilah lain adalah
lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional
sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat.

20. 717 Hita Karana adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap
hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan,
mengabdi pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan
berdasarkan pengorbanan suci (yadnya).

21.Sad Kerthi adalah upaya untuk menyucikan jiwa (atma kerthi), menjaga
kelestarian hutan (wana kerthi) dan danau (danu kerthi) sebagai sumber
air bersih, laut beserta pantai (segara kerthi), keharmonisan sosial dan
alam yang dinamis (Jagat kerthi), dan membangun kualitas sumber daya
manusia (jana kerthi).

22. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar
Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.

23. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai
pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau

menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.
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24. Dresta adalah adat kebiasaan/tradisi yang diwarisi secara turun temurun
dan masih ditaati oleh Desa Adat.

25. Wewidangan atau Wewengkon, yang selanjutnya disebut Wewidangan
Desa Adat, adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.

26. Padruwen Desa Adat adalah seluruh harta kekayaan Desa Adat baik yang
bersifat immateriil maupun materiil.

27.Labda Pacingkreman Desa Adat, yang selanjutnya disebut LPD, adalah
Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di
Wewidangan Desa Adat.

28. Baga Utsaha Padruwen Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA,
adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di
bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di
bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta
dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan
dan kemandirian Krama Desa Adat.

29. Panyarikan atau Juru Tulis atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut
Panyarikan, adalah Prajuru Desa Adat yang mempunyai tugas mencatat
segala hal mengenai kegiatan Krama Desa Adat.

30.Sekretariat MDA adalah satuan kerja yang mewadahi fungsi pendukung
MDA dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, protokoler,
kehumasan, dan kerumahtanggaan MDA.

31.Sarana dan Prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja,
dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam
pelaksanaan pekerjaan MDA, dan juga dalam rangka kepentingan yang
sedang berhubungan dengan MDA.

32.Kawasan Perdesaan Desa Adat adalah kawasan lintas Desa Adat yang
dapat digunakan dan dimanfaatkan bersama oleh beberapa Desa Adat
yang berdampingan untuk melestarikan sumber daya alam, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui pembangunan infrastruktur,
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peningkatan ekonomi, pengembangan teknologi tepat guna, dan
pemberdayaan Krama Desa Adat.

33.Pihak Lain adalah perguruan tinggi negeri/swasta, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, badan usaha milik negara, dan
badan usaha milik daerah.

34.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi,
yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi, adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi
Bali.

35.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat, yang selanjutnya disebut
APB Desa Adat, adalah rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan
tahunan Pemerintahan Desa Adat.

36.Dinas adalah dinas yang menangani urusan pemajuan masyarakat adat

(Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali).

Proses Penyuratan Awig-Awig
Proses penulisan Awig-Awig dapat dibagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu:
(1) Tahap Persiapan Penyuratan Awig-Awig;
2) Tahap Pelaksanaan Penyuratan Awig-Awig,
3) Tahap Evaluasi Penyuratan Awig-Awig;
4) Tahap Sosialisasi Awig-Awig Tersurat; dan

5) Tahap Penyelesaian Penyuratan Awig-Awig.

1) Persiapan Penyuratan Awig-Awig

Tahap persiapan dapat dikatakan cukup penting untuk diperhatikan
sebelum mulai dengan kegiatan penulisan Awig-Awig. Dikatakan penting karena
berhasil dan tidaknya langkah berikutnya, tergantung dari langkah persiapan.
Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan pada tahap persiapan,

antara lain:
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d)
e)
f)
g)

Mengadakan rapat (samuha) Desa Adat untuk membahas rencana
penyuratan Awig-Awig atau merevisi Awig-Awig tersurat yang telah ada
dan dianggap kurang sesuai dengan perkembangan zaman dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, seperti Perda Desa Adat 2019 dan
Pergub Awig-Awig 2020.

Membentuk panitia penyuratan Awig-Awig, langsung membentuk
kelompok kerja (seksi-seksi), dengan uraian tugasnya masing-masing.
Menggandakan Perda Desa Adat 2019 dan Pergub Awig-Awig 2020 untuk
masing-masing anggota panitia.

Matur piuning (mohon kedamaian dan kelancaran) di pura tertentu.
Menyusun strategi penggalian dana.

Menyusun rencana kerja.

Menyusun kalender kegiatan.

Panitia penyuratan Awig-Awig atau revisi Awig-Awig tersurat, sebaiknya

terdiri atas unsur Desa Adat setempat dan unsur dari luar Desa Adat. Unsur

Desa Adat setempat (sebagai panitia tetap), terdiri atas:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Unsur Prajuru Desa Adat dan unsur Prajuru Banjar Adat.
Unsur tokoh masyarakat (PNS, pengusaha, dan lain-lain).
Unsur tokoh agama (pamangku).

Unsur pemuda.

Unsur wanita.

Unsur Krama tamiu.

Unsur dari luar Desa Adat setempat (diundang bila dianggap perlu sebagai

narasumber, untuk menjelaskan istilah tertentu atau kebijaksanaan tertentu)

terdiri atas:

a)
b)

c)

Unsur Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (Dinas PMA) Provinsi Bali.
Unsur MDA Bali.
Unsur ahli agama Hindu/PHDI Bali/Kabupaten/Kota.
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d) Unsur ahli Hukum Adat Bali.

e) Unsur Prajuru Desa Adat tetangga (nyatur desa).

2) Pelaksanaan Penyuratan Awig-Awig

Apabila langkah persiapan telah dapat dilalui dengan baik, dalam arti
seluruh warga Desa Adat sepakat untuk menulis atau merevisi Awig-Awig,
panitia telah terbentuk dengan uraian tugas yang jelas, lanjutkanlah dengan
langkah pelaksanaan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan panitia adalah menyelenggarakan
pembekalan dan/atau pembinaan terhadap panitia penyuratan Awig-Awig dan
Pararem Desa Adat. Bila dipandang perlu, pembinaan dilakukan di hadapan
seluruh Krama Desa Adat. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan
koordinasi dengan MDA Kecamatan atau dengan Dinas Pemajuan Masyarakat

Adat, sesuai Pasal 9 Pergub Awig-Awig 2020 yang menentukan sebagai berikut.

Pasal 9
(1) Dinas melakukan pembinaan Awig-Awig.
(2) Dalam melakukan pembinaan Awig-Awig sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Dinas membentuk Tim.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
a. Dinas;
b. Perangkat Daerah terkait;
c. MDA di semua tingkatan;
d. Parisada Hindu Dharma Indonesia; dan
e. Perguruan Tinggi.
(4) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
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Sekali lagi diingatkan ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahap

pelaksanaan, antara lain:

a)

b)

d)

f)
g)

h)

Mengadakan koordinasi dengan MDA Kecamatan dan Dinas PMA
Provinsi Bali untuk mendapatkan buku “Penuntun Penyuratan Awig-
Awig’ dan calon narasumber.

Menyelenggarakan pertemuan panitia untuk mendapatkan pembekalan
mengenai arti, makna, dan pentingnya penyuratan Awig-Awig Desa
Adat untuk kebaikan bersama.

Mendapatkan contoh (imba) Awig-Awig dari Desa Adat lain yang
situasi dan kondisi masyarakatnya dan wilayahnya mirip.

Mempelajari dengan cermat Awig-Awig tersurat atau belum tersurat
yang ada di Desa Adat sendiri, untuk menemukan dan “menilai”
ketentuan yang sesuai dan/atau kurang sesuai dengan perkembangan
zaman.

Mempelajari dan membandingkan Awig-Awig belum tersurat atau
Awig-Awig yang sudah tersurat yang telah ada di Desa Adat sendiri
dengan Awig-Awig serupa dari Desa Adat lain, yang situasi dan kondisi
desanya mirip.

Menemukan poin-poin yang cocok dari Awig-Awig tersebut.
Mendiskusikan poin-poin tersebut dengan kelompok kerja atau panitia,
berdasarkan “ukuran” penilaian seperti telah dijelaskan di atas, untuk
menemukan rumusan terbaik bagi Desa Adat sendiri.

Mengundang Prajuru Desa Adat tetangga pada waktu membahas
mengenai batas Desa Adat atau substansi lain yang berhubungan erat
dengan Desa Adat tetangga, seperti kependudukan, dan lain-lain.
Mengundang ahli dalam bidang tertentu (ahli hukum adat Bali, ahli
agama Hindu, ahli pendidikan, dan lain-lain), untuk memberikan
pencerahan mengenai beberapa istilah tentang adat Bali, agama
Hindu, dan perkembangan masyarakat, terutama di bidang pendidikan,

baik di Bali, nasional, maupun internasional. Pemahaman tentang
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),

k)

pendidikan sangat penting, karena maju mundurnya masyarakat,
tergantung dari pendidikannya. Selain itu, hal ini juga penting artinya
pada waktu membahas masalah ayah-ayahan, terutama ayah balu,
ayah rob kundul, ayah newek, dan lain-lain.

Menulis hasil kesepakatan dalam rapat panitia menjadi sebuah aturan
hukum atau ketentuan Awig-Awig tersurat.

Menyusun Awig-Awig tersurat secara sistematis dalam satu buku Awig-
Awig tersurat, sehingga mudah dibaca, dipelajari, dimengerti, dan

dilaksanakan.

Tata Cara Penyuratan Awig-Awig

Tata cara penyuratan Awig-Awig diatur dalam Pergub Awig-Awig 2020.

Substansi Awig-Awig tersurat diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Pergub Awig-Awig

2020 yang menentukan sebagai berikut.

Pasal 3

(1) Setiap Desa Adat berkewajiban menyuratkan Awig — Awig.

(2) Penyuratan Awig-Awig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

(3)

(4)

mengatur ketentuan mengenai:

a.
b.

C
d
e
f.
g
h

aran miwah Wewidangan,

pamikukuh miwah patitis,

. Sukreta tata parahyangan,
. Sukreta tata pawongan;,

. Sukreta tata palemahan,

bhaya, wicara, miwah pamidanda;

. perubahan Awig-Awig (nguwah-nguwuhin); dan

. pamuput.

Penyuratan Awig-Awig Desa Adat disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa

Indonesia.

Bahasa Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan aksara

Bali dan huruf Latin.
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(5) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan
huruf Latin.
Pasal 4
(1) Awig-Awig Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus
disusun berdasarkan pedoman penyuratan Awig-Awig Desa Adat.
(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi

difasilitasi oleh Dinas.

3) Evaluasi Penyuratan Awig-Awig

Walaupun panitia penulisan Awig-Awig belum menyelesaikan tugas,
evaluasi tetap dapat dan perlu diadakan. Yang perlu dievaluasi adalah pekerjaan
penyuratan atau revisi Awig-Awig yang sudah berhasil diselesaikan, cara kerja
panitia dalam menyelesaikan pekerjaannya, serta rencana sosialisasi
(pasobyahan) untuk minta persetujuan seluruh Krama Desa Adat, sebelum
dilanjutkan dengan upacara pasupati. Evaluasi atas hasil pekerjaan penting
dilakukan untuk menghaluskan, merapikan, atau mengoreksi beberapa kesalahan
yang sifatnya sangat teknis. Evaluasi cara menyelesaikan pekerjaan oleh panitia
penting dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya, selama
panitia menjalankan tugas.

Kelemahan biasanya tampak di sekitar kurangnya koordinasi antarsesama
anggota panitia dan kekurangan dana untuk mendukung keseluruhan rangkaian
kegiatan yang akan dilaksanakan. Apa pun kekurangannya, tidak perlu ragu
untuk mengemukakan. Sesudah diketahui dan dimengerti, langsung bergerak
untuk berusaha memperbaiki, tanpa perlu menunggu hari baik atau dewasa ayu.
Kalau tidak memungkinkan untuk diperbaiki langsung, ketua panitia meneruskan
kepada Bandesa Adat, untuk dibahas dalam rapat (Paruman) Desa Adat atau

setidaknya dalam rapat Prajuru Desa Adat.
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4) Sosialisasi Awig-Awig Tersurat

Sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat (Krama desa, Krama tamiu
dan tamiu) oleh panitia penulisan Awig-Awig, dapat dikatakan tahap yang cukup
penting serangkaian dengan keseluruhan pekerjaan penyuratan Awig-Awig Desa
Adat. Dikatakan penting karena betapapun hebat hasil kerja panitia dalam
menyiapkan naskah Awijg-Awig, sebenarnya naskah itu masih dalam bentuk
rarincikan (konsep). Awig-Awig baru akan mengikat seluruh penduduk Desa
Adat, setelah disetujui oleh Krama Desa Adat dalam suatu Paruman (rapat) Desa
Adat dan didaftarkan sesuai Pergub Awig-Awig 2019.

Walaupun sosialisasi merupakan tahap yang penting, tidak berarti semua
isi Awig-Awig tertulis harus disosialisasikan. Isi Awig-Awig yang disampaikan
hanyalah bagian-bagian tertentu yang semula tidak tersurat dan sekarang
“diangkat” menjadi Awig-Awig tersurat. Hal yang sama juga dilakukan terhadap
revisi Awig-Awig tersurat. Dalam hubungan dengan kedua hal tersebut di atas,
maka yang perlu disampaikan, antara lain:

a) Membacakan isi ketentuan Awig-Awig yang semula belum tersurat atau
belum direvisi dan membandingkannya dengan ketentuan yang baru,
yang telah tersurat atau telah direvisi.

b) Menjelaskan latar belakang pemikiran yang menyebabkan disuratkan atau
direvisinya ketentuan Awig-Awig tersebut. Penjelasan latar belakang
tersebut, agar dikaitkan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman
sekarang dan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang,
termasuk dalam hubungan dengan diberlakukan Perda Desa Adat di Bali
2019.

5) Penyelesaian Penyuratan Awig-Awig

Cara menyusun, menyelesaikan, dan mulai memberlakukan Awig-Awig
dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebelum diperkenalkannya
program penyuratan Awig-Awig, penyusunan, penyelesaian, dan pemberlakuan

Awig-Awig dan/atau berjalan secara tradisional. Sesudah selesai dibahas dan
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disepakati dalam Paruman (rapat) Desa Adat, lalu hasil kesepakatan yang
disebut Awig-Awig kasobyahang (diumumkan). Awig-Awig mulai berlaku serta
mengikat seluruh Krama Desa Adat pada saat itu juga.

Suasana agak berbeda sesudah mulai diperkenalkan Awig-Awig
tersurat/tertulis dan mulai gencar dilaksanakan penyuratan Awig-Awig sekitar
tahun 1986. Sesudah selesai dibahas dan disepakati dalam Paruman (rapat)
Desa Adat, Awig-Awig kasobyahang (diumumkan) dan mulai berlaku serta
mengikat seluruh AKrama Desa Adat pada saat itu juga. Segera sesudah
pasobyahan dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara pasupati terhadap Awig-
Awig tersurat yang dirangkaikan dengan penandatanganan Awig-Awig tersurat
oleh Bupati/Wali Kota dan pendaftaran Awig-Awig tersebut pada Bagian Hukum
Kantor Bupati/Wali Kota setempat. Terlepas dari pelaksanaan upacara pasupati
dan penandatangan oleh Bupati/Wali Kota, Awig-Awig dan Pararem Desa Adat
mulai berlaku sesudah kasobyahang dalam Parumanjrapat dan disetujui oleh
seluruh Krama Desa Adat.

Sekarang, sesudah berlaku Perda Desa Adat di Bali 2019 dan Pergub
Awig-Awig 2020, berbeda lagi proses penyelesaian penyuratan Awig-Awig.
Proses perencanaan, pembahasan, dan persetujuannya hampir sama dengan
acara sebelumnya. Tetapi ada perbedaan pada acara pasobyahan
(pengumuman) dan upacara pasupati Awig-Awig. Sesudah Awig-Awig tersurat
disepakati dalam Paruman Desa Adat, kemudian didaftarkan di Dinas PMA
Provinsi Bali. Awig-Awig tersurat mulai berlaku sesudah didaftarkan di Dinas PMA
Provinsi Bali, dan selanjutnya kasobhyahang dalam Paruman Desa Adat.

Tata cara pendaftaran Awig-Awig diatur dalam Pasal 5 Pergub Awig-Awig

2020 yang menentukan sebagai berikut.

Pasal 5
(1) Prgjuru Desa Adat mendaftarkan Awig-Awig Desa Adat kepada Dinas.
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(2) Awig-Awig Desa Adat yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan Awig-Awig Desa Adat yang telah disahkan dalam
Paruman Desa Adat.

(3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
berita acara.

Pasal 6

Pendaftaran Awig-Awig Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) dilengkapi dengan:

a. Surat permohonan pendaftaran Awig-Awig dari Bandesa Adat dan/atau

Panyarikan,

b. Awig-Awig dalam bentuk tercetak (hard copy) rangkap 3 (tiga) dan

rekaman elektronik (softcopy);

c. berita acara pengesahan Awig-Awig Desa Adat; dan

d. surat keterangan MDA Provinsi yang menyatakan bahwa Awig-Awig telah

disusun dan ditulis sesuai dengan Pedoman Penyuratan Awig-Awig Desa
Adat.

Verifikasi dan pendaftaran Awig-Awig tertulis bertujuan, antara lain: (1)
memastikan bahwa Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat sudah disuratkan
sesuai dengan tata cara dan/atau Penuntun Penyuratan Awig-Awig Desa Adat di
Bali; (2) memastikan bahwa substansi Awig-Awig Desa Adat tersurat sesuai
dengan tipe Desa Adat, warisan tradisi Desa Adat setempat yang masih
dihormati dan masih berlaku sampai sekarang, serta sesuai pula dengan budaya
Bali yang dijiwai nilai-nilai agama Hindu; (3) memastikan bahwa substansi Awig-
Awig Desa Adat tersurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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Pelaksanaan Awig-Awig Tersurat

Dalam uraian terdahulu sudah dikemukakan bahwa salah satu tujuan
penyuratan Awig-Awig adalah untuk menciptakan kasukretan Desa Adat. Apakah
sesudah Desa Adat memiliki Awig-Awig tersurat dengan sendirinya kasukretan
akan terwujud? Belum tentu. Tergantung dari pelaksanaan Awijg-Awig yang
sudah tersurat. Apabila jajaran Prajuru Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan
seluruh penduduk (Krama Desa Adat, Krama tamiu, dan tamiu) yang ada di Desa
Adat menghormati dan menaati Awig-Awig yang sudah tersurat (walaupun di
sana-sini  mungkin masih ada kekurangan), barulah dapat menciptakan
kasukretan Desa Adat. Sebaliknya, apabila jajaran Prajuru Desa Adat, Prajuru
Banjar Adat, dan seluruh atau sebagian penduduk (Krama Desa Adat, Krama
tamiu, dan tamiu) yang ada di Desa Adat tidak menghormati dan tidak menaati
Awig-Awig yang sudah tersurat, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja,
akibatnya Prajuru Desa Adat akan repot, penduduk Desa Adat akan bingung, dan

pada akhirnya sulit menciptakan kasukretan Desa Adat.
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BUKU DUA

PENGANTAR TIM PENYUSUN
DAN CONTOH SISTEMATIKA AWIG-AWIG
DESA ADAT DI BALI
DISERTAI BEBERAPA CATATAN
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Pengantar Tim Penyusun

Penyuratan Awig-Awig Desa Adat di Bali oleh Pemerintah Provinsi Bali dan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali baru dimulai secara terprogram dan
berkelanjutkan sesudah Seminar Hukum Adat yang diselenggarakan oleh
Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerja sama dengan Provinsi Daerah
Tingkat I Bali pada tahun 1969. Salah satu butir kesimpulan seminar ketika itu
menyebutkan bahwa perlu ada upaya penyuratan Awig-Awig sebagai salah satu
usaha menciptakan kasukretan (kedamaian) Desa Adat di Bali.

Mengacu kepada kesimpulan seminar ini kemudian ditindaklanjuti dengan
disusunnya beberapa buku mengenai tata cara penyuratan Awig-Awig, seperti:
"Penuntun Nyanggra/Midabdabin Desa Adat di Bali (1971) oleh Dinas Agama
Hindu dan Budha Kabupaten Badung”; "7ata Nuntun Miwah Midabdabin Desa
Adat Ring Ball’ (1973) oleh Pjs Kepala Jawatan Agama Hindu dan Budha Propinsi
Bali; "Imba Awig-Awig Desa Adat Ring Bali” (1973) oleh Pjs Kepala Jawatan
Agama Hindu dan Budha Propinsi Bali (Proyek Penyuluhan Agama Propinsi Bali,
1973).

Sesudah terbentuknya Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) di Provinsi
Bali dan Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat (BPPLA) di masing-masing
Kabupaten/Kota di Bali (1979), Tjokorda Raka Dherana, S.H. memperkuat buku-
buku yang sudah ada sebelumnya dengan mengeluarkan buku berjudul “Garis-
Garis Besar Penulisan Awig-Awig Desa Adat (1982).

Melalui koordinasi MPLA, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan Biro Hukum
Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya dilakukan penyesuaian format dan
substansi penuntun penyuratan Awig-Awig yang sudah ada sebelumnya.
Tujuannya agar para anggota Tim Pembina Penyuratan Awig-Awig yang ada di
Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali lebih mudah dalam melakukan tugas
pembinaan penyuratan Awig-Awig bagi Desa Adat di Bali. Penyesuaian dilakukan

beberapa kali. Salah satunya diterbitkan tahun 2002 berjudul “Pedoman/Teknis
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Penyusunan Awig-Awig dan Keputusan Desa Adat”, yang dikeluarkan oleh Biro
Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002.

Kalau dicermati sistematika dan substansi masing-masing buku tersebut,
tampak ada perbedaan antara buku-buku yang diusahakan pada awal mulainya
kegiatan penyuratan Awig-Awig dengan buku "“Pedoman/Teknis Penyusunan
Awig-Awig dan Keputusan Desa Adat”, yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan
HAM Setda Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002.

Substansi buku penuntun penyuratan Awig-Awig pada awal mulainya
usaha penyuratan Awig-Awig terkesan lebih menitikberatkan pada ‘arah’ dan
tujuan’ pembinaan dan penyuratan Awig-Awig. Substansi Awig-Awig-nya sendiri
diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Desa Adat di Bali untuk
merumuskan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang dikenal dengan
desa mawacara’.

Adapun buku “Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-Awig dan Keputusan
Desa Adat”, yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali
Tahun Anggaran 2002, selain memberikan ‘arah’ dan ‘tujuan’ dalam pembinaan
dan penyuratan Awig-Awig, sekaligus juga menyertakan J/mba (contoh
rancangan) Awig-Awig tersurat, yang dapat dicontoh oleh masing-masing Desa
Adat dengan penyesuaian seperlunya. Inilah yang selanjutnya dijadikan panduan
dan sekaligus contoh bagi Desa Adat di Bali dalam menyuratkan Awig-Awig
sampai sekarang.

Seperti diketahui, situasi dan kondisi masyarakat sekarang sudah berubah.
Perubahan terjadi karena perubahan situasi dan kondisi atau perkembangan dan
kemajuan masyarakat yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta perubahan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu di
antara peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah diberlakukannya
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali
(selanjutnya disebut Perda Desa Adat di Bali 2019) sebagai pengganti ketentuan
serupa yang berlaku sebelumnya, seperti: Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 Tentang Kedudukan Fungsi dan Peranan
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Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah
Tingkat I Bali dan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang
Desa Pakraman.

Ada beberapa perbedaan dan/atau perubahan yang tertuang dalam Perda
Desa Adat di Bali Tahun 2019 dibandingkan ketentuan serupa yang ada
sebelumnya. Perubahan ini membawa konsekwensi perlunya perubahan
dan/atau penyesuaian ketentuan Awig-Awig tertulis atau Awig-Awig belum
tertulis yang dimiliki/berlaku pada masing-masing Desa Adat di Bali.

Di antara dua cara yang selama ini digunakan dalam mendorong Desa
Adat di Bali menyuratkan atau mengubah Awig-Awig, Majelis Desa Adat (MDA)
Provinsi Bali condong menjadikan cara pertama sebagai acuan dalam
menyesuaikan Awig-Awig sesudah diberlakukan Perda Desa Adat di Bali 2019.
Dimaksud cara pertama vyaitu lebih menitikberatkan pada ‘arah’ dan ‘tujuan’
dalam pembinaan dan penyuratan Awig-Awig, sedangkan mengenai substansi
Awig-Awig diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Desa Adat di Bali
untuk merumuskan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Cara
ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti:

1. Hampir semua Desa Adat di Bali telah memiliki Awig-Awig tertulis,
sehingga pada dasarnya yang dilakukan bukan membuat Awig-Awig
tertulis yang baru, melainkan merevisi atau penyesuaian beberapa
ketentuan Awig-Awig tertulis yang telah ada dengan situasi dan kondisi
masyarakat terkini dan/atau menyesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Merevisi Awig-Awig tertulis yang sudah ada dengan cara menitikberatkan
pada ‘arah’ dan ‘tujuan’ dalam pembinaan dan penyuratan Awig-Awig,
mengandung arti lebih memberikan keleluasaan kepada masing-masing
Desa Adat di Bali untuk menata Desa Adatnya sesuai situasi, kondisi, dan
potensi yang ada/dimiliki oleh masing-masing Desa Adat serta sesuai pula
dengan adat kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun yang dikenal

dengan sebutan desa mawacara’.
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Walaupun demikian, tidak berarti bahwa masing-masing Desa Adat di Bali
dapat menata Desa Adat-nya dan/atau merumuskan Awig-Awig tertulis dengan
sepenuhnya mengacu kepada spirit desa mawacara’ Kalau demikian adanya
dikhawatirkan dapat memunculkan kesimpangsiuran Awig-Awig Desa Adat di Bali
yang susah dimengerti karena masing-masing di antara 1.493 Desa Adat di Bali
kemungkinan akan memiliki Awig-Awijg dengan sistematika dan substansi yang
berbeda satu dengan yang lainnya. Kenyataan ini selain dapat membingungkan,
juga tidak sejalan dengan asas Bali mawacara’ seperti yang tercantum dalam
Perda Desa Adat di Bali 2019. Yang dimaksud dengan ”Bali mawacara/kesatuan
Bali” adalah kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali, baik tertulis maupun
tidak tertulis.

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran Awig-Awig dan untuk lebih
menjamin terwujudnya keseimbangan antara ‘desa mawacara’ dan ‘Bali
mawacard, dalam buku “Panduan Penyuratan Awig-Awig Desa Adat di Bali oleh
Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021” ini ditentukan beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam merevisi atau menyesuaikan ketentuan Awig-Awig
tertulis yang telah ada, seperti: (a) perubahan situasi dan kondisi atau
perkembangan dan kemajuan masyarakat karena kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi; dan (b) perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan maksud untuk memenuhi tujuan tersebut, buku “Panduan
Penyuratan Awig-Awig Desa Adat di Bali” oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali
Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Dimulai dengan
menyampaikan Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Tujuan, dan
Manfaat disusunnya buku ini. Dilanjutkan dengan Tinjauan Umum Desa Adat di
Bali, Awig-Awig, dan Tata Cara Penyuratan Awig-Awig Desa Adat di Bali.
Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Contoh Sistematika Awig-Awig Desa
Adat di Bali Disertai Beberapa Catatan yang dituangkan dalam judul Bab
(Sargah), Bagian (Palet), Paragraf (Indik), dan Pasal (Pawos), tanpa disertai

rumusan substansi Awig-Awig secara langsung dalam Pasal/Pawos masing-
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masing. Terakhir dikemukakan Tinjauan Umum Tentang Pararem dan Contoh
Pararem Desa Adat di Bali.

Guna membantu dan sekaligus memudahkan bagi masing-masing Desa
Adat di Bali merumuskan substansi Awig-Awig yang akan direvisi/disesuaikan,
dalam sistematika ini juga disertai beberapa catatan kaki (foot note) mengenai
beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu merumuskan substansi revisi
Awig-Awig, baik yang berhubungan dengan perubahan situasi dan kondisi
masyarakat dewasa ini maupun yang berhubungan dengan perubahan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ( Bali mawacara’). Selain itu dalam buku ini
juga disertai dua contoh Awig-Awig yang sudah direvisi (disesuaikan dengan
Perda Desa Adat di Bali 2001), yaitu (1) Awig-Awig Desa Adat Denpasar, 2021,
dan (2) Awig-Awig Desa Adat Tanglad, Klungkung, 2021.

Dengan cara seperti itu diharapkan masing-masing Desa Adat di Bali
memiliki keleluasaan dalam merumuskan substansi revisi Awig-Awig dan menata
Desa Adatnya sesuai situasi, kondisi, dan potensi yang ada/dimiliki oleh masing-
masing Desa Adat serta sesuai pula dengan adat kebiasaan yang diwarisi secara
turun-temurun yang dikenal dengan sebutan desa mawacara’.

Dengan cara seperti itu juga diharapkan revisi Awig-Awig tertulis yang
dilakukan mencerminkan desa mawacara’ dan juga mencerminkan Bal
mawacard. Atau dengan kata lain dapat dikemukakan desa mawacara’dan juga
Bali mawacara’ masing-masing mendapatkan porsi yang patut sesudah Awig-
Awig tertulis direvisi atau disesuaikan.

Perlu juga dikemukakan, walaupun usaha penyuratan Awig-Awig
dimaksudkan untuk memudahkan dalam menemukan, mempelajari, dan
melaksanakan Awig-Awig, tetapi banyak hal yang seharusnya tercantum dalam
Awig-Awig tersurat ternyata belum disuratkan karena menghadapi berbagai
kesulitan dan bahkan ditemui beberapa ketentuan Awig-Awig belum tersurat
yang memang tidak mungkin untuk disuratkan. Dalam situasi dan kondisi seperti
ini diharapkan agar Desa Adat di Bali senantiasa menjadikan Awig-Awig belum

tersurat yang diwarisi secara turun-temurun sebagai panduan dalam
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mewujudkan kasukretan Desa Adat, sepanjang Awig-Awig yang dimaksud masih
sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian beberapa hal yang perlu ditegaskan terkait dengan usaha
penyuratan Awig-Awig dengan harapan semoga yang disampaikan dalam buku

panduan ini memberi manfaat sesuai tujuan disusunnya buku ini.

Ketua Tim Penyusun,
Wayan P. Windia
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CONTOH SISTEMATIKA AWIG-AWIG
DESA ADAT DI BALI
DISERTAI BEBERAPA CATATAN
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SARGAH I
ARAN, WEWIDANGAN, TIPE, MIWAH STATUS DESA ADAT

Pawos
(Mengatur tentang nama/Aran Desa Adat)

Pawos
(Mengatur tentang wilayah/ Wewidangan Desa Adat)°®

Pawos
(Mengatur tentang Tipe Desa Adat) ©

Pawos
(Mengatur tentang Status Desa Adat) ’

® Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu merevisi/menyesuaikan Awig-
Awig yang berhubungan dengan batas Desa Adat, seperti:

(1) Hindari membuat/menetapkan batas Desa Adat olen masing-masing Desa Adat, tanpa
persetujuan Desa Adat bertetangga.

(2) Batas Desa Adat hendaknya ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis dengan Desa
Adat bertetangga.

(3) Kesepakatan tertulis mengenai batas Desa Adat diusahakan agar sesuai dengan batas
yang diwarisi secara turun temurun dan diusahakan agar batas Desa Adat
dibuat/ditetapkan relatif pasti, seperti: jalan, sungai, pangkung, dll, sesuai kesepakatan.
Lebih bagus lagi bila dilampirkan Peta Geospasial Wewidangan Desa Adat dengan titik-
titik koordinat yang jelas.

® Berdasarkan buku-buku mengenai Desa Adat di Bali, dapat diketahui ada tiga tipe Desa
Adat di Bali, kalau dilihat dari asal-usulnya, sistem ke-Prajuru-an, dan beberapa tradisi lain yang
diwarisi secara turun-temurun. Ketiga tipe tersebut, yaitu: (1) Desa Adat Bali Aga (dikenal pula
dengan sebutan Desa Adat Tua), yaitu Desa Adat yang diperkirakan sudah ada sebelum kehadiran
Kerajaan Majapahit di Bali, dengan sistem ke-Prajuru-an yang dikenal dengan Dulu Desa/Ulu
Apad serta tata kelola berdasarkan adat kebiasaan yang khas Desa Adat Bali Aga; (2) Desa Adat
Apanaga, yaitu Desa Adat yang pada umumnya berlokasi di daerah dataran dan diperkirakan baru
ada sesudah kehadiran Kerajaan Majapahit di Bali, dengan sistem ke-Prajuru-an dan tata kelola
yang banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit; dan (3) Desa Adat
Anyar, yaitu Desa Adat yang kemunculannya relatif baru karena adanya transmigrasi lokal di
Bali. Desa Adat ini umumnya berada di Kabupaten Jembrana.

Keberadaan Desa Adat Bali Aga (Desa Adat Tua) masih diakui berdasarkan Pasal 53
Perda Desa Adat di Bali Tahun 2019. Oleh karena itu, dalam melakukan revisi Awig-Awig
berdasarkan Perda Desa Adat di Bali 2019, sistem ke-Prajuru-an dan beberapa tradisi lain yang
diwarisi  secara  turun-temurun sebagai  konsekwensi Desa Adat Tua, perlu
diperhatikan/dipertahankan sepanjang tidak menimbulkan permasalahan bagi Desa Adat
setempat.

" Desa Adat di Bali berkedudukan di wilayah Provinsi Bali dan berstatus sebagai subyek
hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Perda Desa
Adat di Bali 2019. Untuk lebih memahami arti dan makna ”Desa Adat di Bali berstatus sebagai
subyek hukum”, agar dibaca dengan cermat penjelasana Pasal 4 dan Pasal 5 Perda Desa Adat di
Bali 2019.
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SARGAH II
PEMIKUKUH MIWAH PETITIS DESA ADAT

Pawos
(Mengatur tentang dasar/ Pamikukuh Desa Adat)®

Pawos
(Mengatur tentang tujuan/ Patitis Desa Adat)

N =

8 pamikukuh Desa Adat di Bali adalah

Pancasila.

Tri Hita Karana manut Agama Hindu.

Kesepakatan Paruman Desa Adat .............. yang dilaksanakan pada hari ............... , tanggal
................ Kesepakatan yang dimaksud pada nomor 3 ini dibuat berdasarkan:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan
perundang-undangan lain yang berlaku dalam wadah NKRI, sepanjang yang
berhubungan dengan keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau Desa Adat
di Bali.

b. Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

c. Pergub Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
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SARGAH III
AWIG-AWIG, PARAREM, MIWAH PERATURAN LAIN DESA ADAT®

Palet 1
Indik Awig-Awig Desa Adat

Pawos
(Mengatur wewenang Desa Adat membuat Awig-Awig, tatacara pembuatan
Awig-Awig, bahwa Awig-Awig tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan NKRI, daya berlaku Awig-Awig, dan Awig-Awig wajib
didaftarkan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat/DPMA)

Palet 2
Indik Pararem Desa Adat!?

Pawos
(Mengatur wewenang Desa Adat membuat Pararem, jenis-jenis Pararem yang
dapat dibuat oleh Desa Adat, tatacara pembuatan Pararem, Pararem tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan RI, daya berlaku Pararem,
Pararem wajib didaftarkan di DPMA)

Palet 3
Indik Peraturan Lain Desa Adat

Pawos

° Ketentuan Bab 11l menitikberatkan pada tata cara merencanakan, menyusun, dan
menetapkan Awig-Awig, Pararem, dan peraturan lain di Desa Adat. Dalam hubungan dengan
revisi Awig-Awig yang terkait dengan Bab Ill, secara umum ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan, seperti:

(1) Awig-Awig, Pararem, atau sebutan lain, yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di
Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan sedemikian
rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (‘desa mawacara’).

(2) Memperhatikan ketentuan Pasal 13-17 (untuk Awig-Awig), Pasal 18—19 (untuk
Pararem), dan Pasal 20 (untuk peraturan lain) Perda Desa Adat di Bali 2019.

(3) Memperhatikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di
Bali (selanjutnya disebut Pergub Pelaksana Perda Desa Adat di Bali 2019).

(4) Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam NKRI, sepanjang mengenai
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) atau Masyarakat Hukum Adat (MHA),
Desa Adat, dan Desa Adat di Bali.

10 Lebih lanjut tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pararem lihat BUKU TIGA
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SARGAH IV
SUKRETA TATA PARAHYANGAN DESA ADAT

Palet 1
Indik Parahyangan Desa Adat!!

1 Pada waktu merevisi atau menyesuaikan Awig-Awig dan Pararem tertulis mengenai

Parahyangan Desa Adat (Kahyangan Tiga, Kahyangan Tiyosan, dan Pamangku Kahyangan
masing-masing), Ngwangun Kahyangan, maupun Indik Yadnya, secara umum ada beberapa
ketentuan yang perlu diperhatikan, seperti:

@)

)
®)

(4)
Q)
(6)

(7
(8)

)

Awig-Awig, Pararem atau sebutan lain yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di
Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan sedemikian
rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (‘desa mawacara’).
Pasal 7 Perda Desa Adat di Bali 2019 dan Pergub Pelaksana Perda Desa Adat di Bali
2019.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Pelindungan Pura,
Pratima, dan Simbol Keagamaan. Terutama ketentuan Pasal 5, yang, antara lain,
menentukan: (1) Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: a. Pura Sad
Kahyangan; b. Pura Dang Kahyangan; c. Pura Kahyangan Jagat; d. Pura Kahyangan Desa;
e. Pura Swagina; dan f. Pura Keluarga (Kawitan, Sanggah/Merajan). Lebih lanjut
mengenai penjelasan masing-masing Pura sebagaimana tercantum pada ayat (1) diuraikan
pada ayat (2), ayat (3), dan seterusnya.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan
Terpadu Berbasis Desa Adat.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Sk.556/Dja/1986 Tentang Penunjukan
Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.
Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994
Tentang Bhisama Kesucian Pura.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali 13 September 2013 Nomor:
003/SK/MUDP Bali/IX/2013 Tentang Tuntunan Sesana Pecalang.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP
Bali/X/2010, Dikeluarkan Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung Il Majelis Desa
Pakraman (MDP) Bali, Diselenggarakan 15 Oktober 2010, Bertempat di Gedung
Wiswasabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali.

(10) Hasil-hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, 2018. Dikeluarkan

oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Tahun 2018.

(11) Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu | —

XV, Pemerintah Provisi Bali, 2003.

Apakah wisatawan akan diizinkan untuk mengunjungi Utama Mandala (Jeroan Pura)

atau cukup sampai di Jaba Sisi, ada baiknya memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 13
Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima,
dan Simbol Keagamaan. Dalam mana, antara lain, ditentukan: (1) Pemeliharaan Pura dilakukan
untuk mencegah Cuntaka atau Sebel, kerusakan, alih fungsi, dan/atau musnahnya Pura. Atas
dasar hal tersebut Tim Penyusun Buku Pedoman Awig-Awig berpendapat sebaiknya tidak
diizinkan memasuki utama mandala Pura.
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Kahyangan Desal?

Pawos
(Mengatur tentang jenis-jenis Kahyangan Desa, baik Kahyangan Tiga dan/atau
Kahyangan Desa lainnya, lokasinya, pangemponnya)

Palet 2
Indik Kasukertan Kahyangan

Pawos
(Mengatur tentang pihak yang boleh dan tidak boleh memasuki [ ngeranjing] ke
Kahyangan Desa [dikaitkan dengan pura bukan objek wisata melainkan daya
tarik wisata], pakaian memasuki [busana ngeranjing ke Kahyangan Desa],
perbuatan/prilaku yang tidak boleh dilakukan di arel Kahyangan [ parilaksana
sane tan kapatutang ring Kahyangan], dan sanksi kalau ketentuan di atas
dilanggar)

Pawos
(Mengatur tentang kacuntakan, mulai dari jenis-jenis cuntaka, sengker/batas
waktu kacuntakan, pihak yang tidak kena (tan keneng) cuntaka, seperti
sulinggih, dan lain-lain)

Pawos
(Mengatur tentang bencana yang menimpa Kahyangan)

Pawos?3
(Mengatur hal-hal lain, kalau dipandang perlu, misalnya kalau dipandang perlu
mengatur tentang kerauhan ring Kahyangan, misalnya jika ada orang pura-pura
kerauhan)

Palet 3
Indik Ngewangun Kahyangan

Pawos
(Mengatur tentang tatacara ngewangun/memperbaiki pura, mulai dari tahap
perencanaan dan pelaksanaan, biaya-biaya, dan lain-lain)

2 Yang perlu diatur antara lain: jenis-jenis Pura Kahyangan Tiga, lokasinya, odalannya,

pangemponnya. Demikian pula halnya dengan Kahyangan lainnya.
Pawos ini dapat dibuat kalau menurut Desa Adat setempat ada hal-hal lain yang perlu diatur
berkaitan dengan Kasukertan Kahyangan.

13
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Bagian 3
Indik Yadnya

Kaping 1
Dewa Yadnya

Pawos
(Mengatur tentang upacara Dewa Yadnya di Desa Adat)

Kaping 2
Resi Yadnya

Pawos
(Mengatur tentang upacara Resi Yadnya di Desa Adat)

Kaping 3
Pitra Yadnya

Pawos
(Mengatur tentang upacara Pitra Yadnya di Desa Adat)

Kaping 4
Manusa Yadnya

Pawos
(Mengatur tentang upacara Manusa Yadnya di Desa Adat)

Kaping 5
Bhuta Yadnya

Pawos
(Mengatur tentang upacara Buta Yadnya di Desa Adat)
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SARGAH V
SUKRETA TATA PAWONGAN DESA ADAT

Palet 1
Indik Pawongan Desa Adat 4

Indik 1
Krama'®

Pawos
(Mengatur tentang jenis-jenis status Krama dan pengertian masing-masing)

Pawos?®
(Mengatur tentang ngawit dados Krama, panumaya tedun makarama, tentang
warga luar yang menjadi Krama Desa Adat)

Pawos

Indik 2
Swadharma miwah Swadikara Krama Desa Adat 17

4 Secara umum perlu dikemukakan agar revisi Awig-Awig mengenai Pawongan Desa
Adat hendaknya memperhatikan kewenangan Desa Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 21-27
Perda Desa Adat di Bali 2019.

15 Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan dengan ketentuan
mengenai Pawongan Desa Adat, seperti:

(1) Awig-Awig, Pararem atau sebutan lain yang selama ini sudah ada dan masih berlaku

di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat
(‘desa mawacara’).

(2) Pasal 8 dan Pasal 9 Perda Desa Adat di Bali 2019 dan Pergub Pelaksana Perda Desa

Adat di Bali 2019.

16 Selain itu mengelompokkan Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu, ada baiknya
juga dicantumkan mengenai Krama Balu dan Krama Daa Tua, termasuk Krama Mulih Daa (bagi
yang melangsungkan perkawinan biasa dan perkawinan nyentana) terutama berkaitan dengan
kewajiban dan hak masing-masing krama yang dimaksud.

Permasalahan biasanya muncul pada waktu merumuskan swadharma (kewajiban) dan
swadikara (hak) masing-masing krama Desa Adat, seperti disebutkan di atas. Dalam hal ini
diingatkan bahwa tujuan penyuratan Awig-Awig, antara lain, untuk menciptakan kasukretan
(kedamaian) Desa Adat dan bukan untuk yang lain. Oleh karena itu, setiap perumusan ketentuan
Awig-Awig dan/atau Pararem hendaknya diarahkan untuk menciptakan kasukretan Desa Adat
setempat.

7 Menghindari tumpang tindih swadharma antara krama Desa Adat dengan krama
subak, ada baiknya sebelum merumuskan swadharma krama Desa Adat diawali dengan membaca
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak.
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Pawos
(Mengatur tentang swadharma/tetegenan/kewajiban Krama sesuai status Krama,
dispensasi (Krama Desa kadadosang)

Pawos
(mengatur swadikara/hak-hak Krama)

Pawos
(Mengatur tentang berhenti menjadi Krama: kapan berhenti menjadi Krama serta
kewajiban/hak Krama yang berhenti)

Indik 3
Indik Panyangran Karya Suka Duka

Pawos
(Mengatur panyangran Krama Desa Adat saat salah satu Krama
menyelenggarakan Karya Suka Duka: hak Kramayang melaksanakan karya,
kewajiban Krama Desa Adat dalam hal salah satu Krama menyelenggarakan
karya)

Palet 2
Indik Tata Pemerintahan Desa Adat 18

Indik 1
Prajuru [ Paduluan Desa Adat

Pawos
(Mengatur tentang penyelenggara pemerintahan Desa Adat dan Banjar Adat,
misalnya: Desa Pakraman X kaenter olih Prajuru sane kapucukin olih Bandesa),
Struktur pemerintahan Desa Adat, serta tugas dan fungsi masing-masing struktur

18 Dalam hubungan dengan perumusan Tata Pemerintahan Desa Adat dalam Awig-Awig
Desa Adat, ada beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian, seperti:

(1) Awig-Awig, Pararem, atau sebutan lain yang selama ini sudah ada dan masih
berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang
dirumuskan demikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat
setempat (‘desa mawacara’).

(2) Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 sampai Pasal 34 Perda Desa Adat di Bali 2019.
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Pawos
(Mengatur tatacara ngadegang/ngentosin Prajuru/Paduluan Desa Adat dan masa
ayahan/masa jabatan)

Pawos
(Mengatur swadharma miwah swadikara Prajuru)

Pawos
(Mengatur swadlkaral olih-olihan Prajuru)

Pawos
(Mengatur tentang pemberhentian/pergantian Prajuru)

Indik 2
Shaba Desa'®
Pawos
(Mengatur tentang pengertian, tugas, dan fungsi Sabha Desa)

Pawos
(mengatur tentang tatacara ngadegang, syarat-syarat, serta masa jabatan/masa
ayahan Sabha Desa)

Pawos
(Mengatur struktur Sabha Desa)

Pawos
(Mengatur sasana, swadharma, dan swadlikara anggota Sabha Desa)

Pawos
(Mengatur pemberhentian/pergantian anggota Sabha Desa)
Indik 3

Kerta Desa?®

Pawos
(Mengatur tentang pengertian, tugas, dan fungsi Kerta Desa)

¥ Dalam merumuskan ketentuan mengenai Sabha Desa dalam Awig-Awig Desa Adat,
perlu memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 34 ayat (1) —
Pasal 35 Perda Desa Adat di Bali 2019.

2 Dalam merumuskan ketentuan mengenai Kerta Desa dalam Awig-Awig Desa Adat,
perlu memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 34 ayat (2) —
Pasal 37 Perda Desa Adat di Bali 2019.
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Pawos

(mengatur tentang tatacara ngadegang, syarat-syarat, serta masa jabatan/masa
ayahan Kerta Desa)

Pawos
(Mengatur struktur Kerta Desa)

Pawos
(Mengatur sasana, swadharma, dan swadikara anggota Kerta Desa)

Pawos
(Mengatur pemberhentian/pergantian anggota Kerta Desa)

Palet 3
Indik Lembaga Pengambil Keputusan
Indik 1
Paruman Desa Adat 21

Pawos
(Mengatur jenis-jenis Paruman yang ada di Desa Adat serta waktu [ panumayal
masing-masing)

Pawos
(Mengatur tatacara Paruman, syarat quorum, tatacara pengambilan keputusan
[Lgilik saguluk, jalan keluar apabila tidak tercapai gilik saguluk], kewajiban Krama
untuk taat kepada putusan Paruman serta sanksi apabila mengingkari keputusan
Paruman yang sudah disepakati)

Pawos
Mengatur hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Paruman [seperti: berkata
tidak sopan, meninggalkan Paruman tanpa izin Prajuru [tan pasadok], serta sanki
[danda] apabila melanggar ketentuan larangan dalam Paruman)

Indik 2
Pasangkepan Krama Desa Adat

21 Mengenai perumusan Lembaga Pengambil Keputusan dalam Awig-Awig Desa Adat,
ada beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian, seperti:

(1) Awig-Awig, Pararem, atau sebutan lain yang selama ini sudah ada dan masih berlaku
di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan

demikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (‘desa
mawacara’).

(2) Pasal 28 ayat (3) Perda Desa Adat di Bali 2019.
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Pawos
(Mengatur jenis-jenis pasangkepan yang ada di Desa Adat
serta waktu [ panumaya] masing-masing)

Pawos
(Mengatur tatacara pasangkepan, syarat quorum, tatacara pengambilan
keputusan [ gilik saguluk, jalan keluar apabila tidak tercapai gilik saguluk],
kewajiban Krama untuk taat kepada putusan pasangkepan serta sanksi apabila
mengingkari keputusan pasangkepan yang sudah disepakati)

Pawos
Mengatur hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pasangkepan [seperti: berkata
atau berperilaku tidak sopan, meninggalkan pasangkepan tanpa izin Prajuru [tan
pasadok], serta sanksi [danda] apabila melanggar ketentuan larangan dalam
pasangkepan)

Palet 5
Indik Lembaga Adat?2

Indik 1
Paiketan Pamangku %3

Pawos
(Mengatur bahwa masing-masing pura memiliki Pamangku, struktur Pamangku
dan tugas masing-masing Pamangku sesuai struktur)

Pawos
(Mengatur tatacara ngadegang/ngentosin, syarat-syarat Pamangku dan
pembiayaan dalam ngadegang Pamangku)

Pawos
(Mengatur sasana, swadharma, dan swadlikara Pamangku)

Pawos
(Mengatur tentang pemberhentian Pamangku)

Pawos
(Mengatur Paiketan Pamangku)

22 Rumusan ketentuan Awig-Awig mengenai Lembaga Adat, agar memperhatikan
ketentuan Pasal 43 dan seterusnya sampai Pasal 52 Perda Desa Adat di Bali 2019.
% perhatikan ketentuan Pasal 44 Perda Desa Adat di Bali 2019.
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Indik 2
Paiketan Serati %

Pawos
(Mengatur bahwa masing-masing pura memiliki Serati)
Pawos
(Mengatur tatacara ngadegang/ngentosin, syarat-syarat Pamangku dan
pembiayaan dalam ngadegang Pamangku)

Pawos
(Mengatur sasana, swadharma, dan swadikara Serati)

Pawos
(Mengatur pemberhentian Serati)

Pawos
(Mengatur Paiketan Serati)

Indik 3
Paiketan Wredha %>
(Desa Adat wajib memberikan perhatian kepada para Wredha di Desa Adat)

Pawos
(Mengatur Paiketan Wredha)
Indik 4

Pacalang?®

Pawos
(Mengatur tentang pengertian, tugas, dan fungsi Pacalang)

24 perhatikan ketentuan Pasal 45 Perda Desa Adat di Bali 2019.
% perhatikan ketentuan Pasal 46 Perda Desa Adat di Bali 2019.
% perhatikan ketentuan Pasal 47 Perda Desa Adat di Bali 2019.

Selain itu ketentuan Perda Desa Adat di Bali 2019 seperti tersebut di atas, jangan lupa
memperhatikan ketentuan Awig-Awig, Pararem atau sebutan lain yang selama ini sudah ada dan
masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan
demikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (‘desa
mawacara’).
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Pawos
(mengatur tentang tatacara ngadegang, syarat-syarat, serta masa tugas
Pacalang)

Pawos
(Mengatur Pajketan dan struktur Pacalang)

Pawos
(Mengatur sasana, swadharma, dan swadikara anggota Pacalang)

Pawos
(Mengatur pemberhentian/pergantian anggota Pacalang)

Indik 5
Yowana Desa Adat?’

Pawos
(Mengatur pengertian Yowana, bahwa di Desa Adat terdapat Paiketan Yowana)

Pawos
(Mengatur tentang kepengurusan Paiketan Yowana, tatacara ngadegang
pengurus, syarat-syarat, dan masa bhakti/ masa ayahan pengurus Yowana)

Pawos
(Mengatur tentang swadharma dan swadikara Paiketan Yowana)

Pawos
(Mengatur pemberhentian pengurus Yowana)

Indik 6
Paiketan Krama Istri Desa Adat?8

Pawos
(Mengatur pengertian Krama Istri, bahwa di Desa Adat terdapat Paiketan Krama
Istri)

Pawos
(Mengatur tentang kepengurusan Paiketan Krama Istri, tatacara ngadegang
pengurus, syarat-syarat, dan masa bhakti pengurus Krama Istri)

27 perhatikan ketentuan Pasal 48 Perda Desa Adat di Bali 2019.
28 perhatikan ketentuan Pakis Pasal 49 Perda Desa Adat di Bali 20109.
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Pawos
(Mengatur tentang swadharma dan swadikara Paiketan Krama Istri)

Pawos
(Mengatur pemberhentian pengurus Krama Istri)

Indik 7
Pasramarn’®

Pawos
(Desa Adat memfasilitasi pembentukan Pasraman)

Paiketan Pasraman
Pawos

(hanya perlu kalau dalam Desa Adat ada lebih dari satu Pasraman, atau Paiketan

Pasraman lintas Desa Adat)

Indik 8
Sekaa Miwah Lembaga Adat Tiyosan3°

Pawos

(Krama desa dapat membentuk sekaa atau lembaga serupa yang lain dan setiap

pembentukannya melaporkan/ masadok kepada Prajuru Desa Adat)

Palet 6
Indik Kulawarga3!

2 perhatikan ketentuan Pasal 50 Perda Desa Adat di Bali 2019.
% perhatikan ketentuan Pasal 51 Perda Desa Adat di Bali 2019.
%1 Bagian ini dapat mengacu kepada ketentuan Awig-Awig, Pararem atau sebutan lain

yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum
tertulis, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat
setempat (‘desa mawacara’), yaitu Sarga Pawongan, sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut
masih berlaku dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketentuan lain yang juga perlu mendapat perhatian, seperti:

@)

2

®)

Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Tanggal 29 Oktober
2002, Nomor: 03/Bhisama/Sabba Pandita Parisada Pusat/X/2002 Tentang Pengamalan
Catur Warna.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali Nomor: 10/D.P.R.D, tanggal 12 Juli
1951. Isinya, antara lain: Menetapkan Pasuaran Penghapusan Adat Yang Disebut
“Manak Salah” Atau Buncing.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali Nomor: 11/D.P.R.D, tanggal 12 Juli
1951. Isinya, antara lain: Mencabut paswara tahun 1910 yang diubah dengan beslit
Residen Bali dan Lombok tgl 13 Aperil 1927 No. 532 sepanjang yang mengenai “Asu
Pundung” dan “Anglangkahi Karang Hulu .
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Indik 1
Pawiwahan

Pawos
(Mengatur pengertian perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan yang dibenarkan

di Desa Adat bersangkutan [nganten biasa, nyeburin, dan/atau pada gelahang],

cara perkawinan yang dibenarkan [ pepadikan ataukah ngerorod), syarat-syarat
perkawinan)

Pawos
(Mengatur sahnya perkawinan [sampun kamargiang makalan-kalaan dengan tri
upasaksi], kewajiban mencatatkan perkawinan)

Pawos
(Mengatur tentang prosedur perkawinan,
mulai dari masadok kepada Prajuru, dan seterusnya)

Indik 2
Nyapian/Wusan Merabian

Pawos
(mengatur bubarnya perkawinan: karena kematian atau perceraian)

(4) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali 13 September 2013 Nomor:
003/SK/MUDP Bali/lIX/2013 Tentang Tuntunan Sesana Pecalang

(5) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP
Bali/X/2010, Dikeluarkan Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung Il Majelis Desa
Pakraman (MDP) Bali, Diselenggarakan 15 Oktober 2010, Bertempat di Gedung
Wiswasabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali.

(6) Hasil-hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, 2018. Dikeluarkan
oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Tahun 2018.

Perlu ditambahkan bahwa Pasal 2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali

Nomor: 11/D.P.R.D, tanggal 12 Juli 1951 menentukan sebagai berikut. “Yang disebut Asu
Pundung ialah: Gadis (wanita) dari kasta Brahmanawangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta
Ksatrya, Wesya, dan Sudrawangsa”. Pasal 3 menentukan sebagai berikut. “(a) Gadis (wanita) dari
Ksatryawangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta Wesya, Sudrawangsa. (b) Gadis (wanita) dari
kasta Wesyawangsa dikawini olh laki-laki dari kasta Sudrawangsa”. Pasal 4 menentukan sebagai
berikut. “Hukum adat yang disebut Asu Pundung dan Anglangkahi Karang Hulu, termuat pada
Pasal 2 dan 3 dihapuskan”.
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Pawos
(mengatur akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian, menyangkut
status suami-istri yang masih hidup [ ba/u] dan pemeliharaan anak]

Pawos
(Mengatur jenis-jenis balu [ balu lanang/balu luh], swadharmaning balu, sanksi
apabila melalaikan swadharmal kapatutan balu)

Pawos
(mengatur akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, menyangkut
kedudukan suami-istri, kedudukan anak, kedudukan harta perkawinan, serta
sanksi adat [kalau ada])

Pawos
(Mengatur prosedur perceraian [secara adat & hukum negara], saat terjadinya
perceraian berkaitan dengan ayahan Banjar/Desa Adat], dan lain-lain)

Indik 3
Sentana

Pawos
(Mengatur pengertian sentana [penerus keturunan], jenis-jenis sentana
[pratisentana/anak kandung dan sentana paperasan/anak angkat],
dimungkinkannya anak kandung perempuan dikukuhkan menjadi sentana
[sentana rajeg] dan lain-lain)

Pawos
(Mengatur prosedur pengangkatan anak, mulai tahap persiapan, pelaksanaan,
dan kewajiban mengurus penetapan Pengadilan)

Pawos
(Mengatur kedudukan anak luar kawin)

Indik 4
Pewarisan

Pawos
(Mengatur pengertian pewarisan, unsur-unsur pewarisan [ada pewaris, warisan,
ahli waris]

Pawos
(Mengatur pengertian pewaris)
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Pawos
(Mengatur pengertian dan jenis-jenis warisan)

Pawos
(Mengatur pengertian ahli waris dan pihak yang berstatus ahli waris, kedudukan
janda, kedudukan anak perempuan yang kawin ke luar, daa/taruna tua, mulih
daha/mulih teruna, swadharmaning ahli waris, akibat hukum apabila ahli waris
tidak melaksanakan swadharma, ninggal kedaton)

SARGAH VI
SUKRETA TATA PALEMAHAN DESA ADAT

Palet 1
Tanah Miwah Lingkungan Alam Desa Adat3?

32 Secara umum diingatkan agar pada waktu merevisi/menyesuaikan Awig-Awig
mengenai Palemahan Desa Adat, hendaknya memperhatikan dengan baik substansi Awig-Awig,
Pararem, atau sebutan lain, yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat,
baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan
situasi dan kondisi Desa Adat setempat (‘desa mawacara’).

Selain itu juga agar memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Perda
Desa Adat di Bali 2019.

Peraturan perundang-undangan lain yang juga perlu diperhatikan, seperti:

(1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis
Sumber.

(2) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Sk.556/Dja/1986 Tentang Penunjukan
Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.

(3) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri
Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:
35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
yang selanjutnya diubah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agraria d an Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap.

(4) Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
276/Kep-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai
Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, yang selanjutnya diubah
berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 575/SK-HR.01/X/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-
19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subyek Hak
Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Yang diubah adalah nomenklatur Subjek
Hak Komunal atas Tanah di Provinsi Bali yang semula Desa Pakraman menjadi Desa
Adat.

(5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak.

(6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya
Bali.
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Indik 1
Tanah Desa Adat

(Mengatur bahwa di wilayah/ wewidangan Desa Adat terdapat tanah dengan
beragam status, misalnya: tanah milik desa, tanah milik pribadi, tanah negara,
dan lain-lain)

Pawos
(Mengatur aspek-aspek tanah milik Desa Adat, seperti; jenis-jenis tanah milik
Desa Adat, letak dan luas masing-masing, pengelolaan masing-masing, dan
pensertifiktan tanah milik Desa Adat, seperti PKD, AyDs, tanah teba, dan lain-
lain)

Indik 2
Lingkungan Alam Desa Adat

Pawos
(mengatur mengenai telajakan Desa Adat, kewajiban setiap Krama melestarikan
telajakan Desa Adat)

Pawos
(mengatur aspek-aspek lain berkaitan dengan lingkungan alam Desa Adat,
misalnya hutan Desa Adat, mengenai sampah)

Palet 2
Karang miwah Tegal

Pawos
(mengatur kewajiban Krama membuat batas-batas yang jelas mengenai karang
dan tegal, dan siapa yang wajib membuat serta memelihara batas-batas
tersebut, misalnya, batas barat dan kelod oleh siapa, utara dan timur oleh siapa
(sesuai prinsip magaleng ka ulu, magaleng ka teben)

Pawos
(mengatur karang kabebeng/kabembeng)

Pawos
(Mengatur bahwa Krama tidak boleh ngalah-alah tegal/karang, margi, tegak
kahyangan, dan lain-lain)

(7) Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994
Tentang Bhisama Kesucian Pura.
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Palet 3
Wewangunan, Wewalungan, Miwah Pepayonan

Indik 1
Wewangunan

Pawos
(Mengatur tatacara membangun, seperti masadok kepada Prajuru, wewangunan
ngenenin wates, nyayubin pisaga, pembuangan limbah, dan lain-lain serta sanksi
apabila ketentuan itu dilanggar)

Pawos
(Perlu diatur syarat-syarat khusus bagi orang yang bukan Krama Desa yang
membangun di wilayah Desa Adat untuk mengantisipasi Krama tamiu atau tamiu
(investor) membangun di wilayah Desa Adat)

Indik 2
Wewalungan

Pawos
(Mengatur kewajiban setiap Krama yang memiliki wewalungan, baik binatang
ternak (sapi, babi, kambing, dan lain-lain) maupun binatang piaraan (anjing,
kucing, dan lain-lain) untuk menjaga ternak atau piaraannya supaya tidak
menimbulkan kerugian bagi Krama lain serta sanski apabila ketentuan tersebut
dilanggar)

Pawos
(Perlu diatur larangan-larangan yang berkaitan dengan pelestarian binatang liar,
seperi tidak boleh berburu burung, meracun ikan di lingkungan wilayah Desa
Adat)

Indik 3
Pepayonan

Pawos
(Mengatur syarat-syarat menanam pohon (fanem tuuh) dari batas
tegal/pekarangan, dahan pohon yang ngungkulin, nyayubin dan sanksi apabila
ketentuan dilanggar)

Pawos

(Diatur apabila ada dresta larangan menebang pohon tertentu di wilayah Desa
Adat atau di tanah milik Desa Adat atau hutan adat/negara)
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Palet 4
Kawasan Perdesaan Desa Adat

Indik 1
Nglestariang Palemahan miwah kawasan Perdesaan Desa Adat

Pawos

SARGAH VII
PADRUWEN, UTSAHA, MIWAH PENGANGGARAN DESA ADAT

Palet 1
Padruwen Desa Adat33

Pawos
(Mengatur/mendeskripsikan milik Desa Adat,
baik dalam hubungan dengan parahyangan maupun palemahan)

% Dalam hal ini perlu memperhatikan ketentuan Perda Desa Adat di Bali 2019, terutama:

(@) Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 59 Perda Desa Adat di Bali 2019; (b) Ketentuan Awig-Awig,
Pararem, atau sebutan lain, yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat,
baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan
situasi dan kondisi Desa Adat setempat (‘desa mawacara’), sepanjang mengenai padruwen Desa

Adat.

Selain memperhatikan Pasal 55 dan Pasal 59 Perda Desa Adat di Bali 2019, dalam

hubungan dengan padruwen Desa Adat bidang palemahan, perlu memperhatikan beberapa
ketentuan hukum positif terkait, seperti:

@)
)

®3)

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Sk.556/Dja/1986 Tentang Penunjukan
Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap, yang selanjutnya diubah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
276/Kep-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai
Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, yang selanjutnya diubah
berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 575/SK-HR.01/X/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-
19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak
Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Yang diubah adalah nomenklatur Subjek
Hak Komunal atas Tanah di Provinsi Bali yang semula Desa Pakraman menjadi Desa
Adat.
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Palet 2
Indik Utsaha Desa Adat

Pawos
(Mengatur tentang usaha-usaha yang dimiliki oleh Desa Adat, seperti Lembaga
Perkreditan Desa (LPD), Bhaga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA), dan lain-
lain)

Palet 3
Indik Penganggaran Desa Adat

Pawos
(Mengatur sumber-sumber pendapatan untuk anggaran Desa Adat, prosedur
penganggaran Desa Adat, dan lain-lain)

SARGAH VIII
TATA HUBUNGAN,
KERJASAMA MIWAH MAJELIS DESA ADAT

Palet 1
Tata Hubungan Kerjasama Desa Adat34

Pawos
(Mengatur kerjasama antara Desa Adat satu dengan Desa Adat lain dalam
berbagai program dan kegiatan)

Palet 2
Majelis Desa Adat3>

Pawos
(Mengatur pernyataan bahwa Desa Adat ini mengikatkan diri dalam wadah
persatuan Desa Adat [MDA] dan menyatakan setia kepada MDA, Desa Adat
berkonsultasi dan berkoordinasi dengan MDA sesuai tingkatan, Desa Adat taat
kepada putusan MDA)

% Perlu memperhatikan ketentuan Pasal 81 sampai Pasal 85 Perda Desa Adat di Bali
2019.

® Perlu memperhatikan ketentuan Pasal 72, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 78, dan pasal 79
Perda Desa Adat di Bali 2019.

Ketentuan lain yang juga perlu diperhatikan, seperti: (1) Kode Etik Organisasi MDA
Bali; (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MDA Bali.
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SARGAH IX
BAYA, KULKUL, WICARA, MIWAH DANDA

Palet 1
Indik Baya3®

Pawos
(Mengatur jenis baya, kewajiban Krama dalam hal terjadi kapancabayan, tugas
Prajuru dalam hal terjadi kapancabayan)

Palet 2
Indik Kulkul

Pawos
(Mengatur fungsi kulku/ sebagai sarana komunikasi di Desa Adat, jenis-jenis
kulkul di Desa Adat, tabuh tetepakan [ tetengeran] kulkul sesuai keperluan [untuk
parum, patedunan ngayah, tetengeran kematian, kapancabayan, dan lain-lain],
pihak yang berwenang nepak kulkul, sanksi apabila kulkul katepak oleh orang
tidak berwenang dan lain-lain]

% Mengenai Baya, Kulkul, Wicara, dan Danda, perlu memperhatikan dan/atau
menjadikan panduan ketentuan Awig-Awig, Pararem, atau sebutan lain, yang selama ini sudah
ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang
dirumuskan demikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (‘desa
mawacara’).

Selain itu ada beberapa ketentuan yang juga perlu diperhatikan, seperti:

(1) Hasil Pasamuhan Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat | Bali Ke-17 Tanggal
27 Februari 1997 Pedoman Pelaksanaan Pananjung Batu.

(2) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali 13 September 2013 Nomor:
003/SK/MUDP Bali/lIX/2013 Tentang Tuntunan Sesana Pacalang.

(3) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor: 01/Kep/PSM-3/MDP
Bali/X/2010, Dikeluarkan Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung Ill Majelis Desa
Pakraman (MDP) Bali, Diselenggarakan 15 Oktober 2010, Bertempat di Gedung
Wiswasabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali.

(4) Hasil-hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, 2018. Dikeluarkan
oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Tahun 2018.

(5) Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan
Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat.
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Palet 3
Indik Wicara

Pawos
(Mengatur jenis-jenis wicara yang terjadi di Desa Adat [ wicara adat, non adat],
Desa Adat berwenang menyelesaikan wicara adat, wicara non-adat diserahkan
kepada pihak berwenang dengan tetap memberi kesempatan kepada pihak yang
mawicara meminta penyelesaian secara adat atas dasar sukarela)

Pawos
(Mengatur lembaga yang berwenang menyelesaikan wicara, baik di tingkat
Banjar Adat maupun Desa Adat)

Pawos
(mengatur tatacara penyelesaian wicara adat)

Pawos
(Mengatur tentang dimungkinkannya upaya hukum [keberatan] terhadap
keputusan penyelesaian wicara di tingkat Desa Adat dengan memohon
penyelesaian kepada MDA sesuai tingkatan, serta batas waktu untuk
mengajukan keberatan dihitung sejak putusan Desa Adat)

Pawos
(Mengatur pelaksanaan [eksekusi] putusan/kesepakatan penyelesaian wicara
yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, siapa yang melaksanakan, dan
sanksi bagi pihak yang tidak menaati hasil penyelesaian wicara yang sudah
memiliki kekuatan hukum tetap)

Palet 4
Indik Danda

Pawos
(Mengatur kewenangan Desa Adat menjatuhkan sanksi adat [ pamidanda] jenis-
jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang dinyatakan bersalah
[mulai dari sanksi yang paling ringan, sedang, dan terberat] dikaitkan dengan
wicara di bidang pawongan, palemahan, parahyangan; serta pengertian masing-
masing jenis sanksi tersebut)

Pawos
(Mengatur tahapan dan prosedur penjatuhan sanksi dari yang ringan, sedang,
dan terberat, serta batas waktu [ sengker, waneng] masing-masing tahapan)

Pawos
(Mengatur tentang pihak/lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi)
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SARGAH X
PEMBANGUNAN DESA ADAT
MIWAH PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DESA ADAT

Pawos
(Mengatur mengenai Pembangunan Desa Adat)3’

Pawos
(Mengatur mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat) 38

SARGAH XI
PEMBINAAN LAN PENGAWASAN, PEMBERDAYAAN,
MIWAH PELESTARIAN DESA ADAT

Palet 1

Indik 1
Pembinaan
Pawos

Indik 2
Pengawasan3®

Pawos
(Mengatur tentang peran Desa Adat dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap kelembagaan adat di Desa Adat)

% Perlu memperhatikan ketentuan Pasal 87 sampai Pasal 89 Perda Desa Adat di Bali
2019.
* Perlu memperhatikan ketentuan Pasal 90 sampai Pasal 92 Perda Desa Adat di Bali
2019.
Selain memperhatikan pasal-pasal Perda Desa Adat di Bali 2019 seperti telah disebutkan
di atas, dalam hubungan dengan pembangunan Desa Adat dan Kawasan Perdesaan Desa Adat,
perlu juga memperhatikan:
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal
95/Lembaga Adat Desa dan Pasal 96 sampai 102/Penataan Desa Adat.
(2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis
Sumber.
(3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak.
(4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya
Bali.
(5) Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994 Tentang
Bhisama Kesucian Pura.
% perlu memperhatikan ketentuan Pasal 93 dan pasal 94 Perda Desa Adat di Bali 2019.
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Palet 2
Indik 1
Pemberdayaan

Pawos

Indik 2
Pelestarian4?

Pawos
(Mengatur tentang peran Desa Adat dalam melakukan Pemberdayaan dan
Pelestarian Kelembagaan Adat di Desa Adat)

SARGAH XII
NGUWAH NGUWUHIN AWIG-AWIG MIWAH PARAREM*

Pawos
(Mengatur tatacara perubahan Awig-Awig dan/atau Pararem)

0 Perlu memperhatikan ketentuan Pasal 95 Perda Desa Adat di Bali 2019.

Selain kedua catatan kaki di atas, perlu juga memperhatikan Awig-Awig, Pararem, atau
sebutan lain, yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis
maupun belum tertulis, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan
kondisi Desa Adat setempat (‘desa mawacara’). Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan dan pelestarian Desa Adat, tetap diupayakan
dengan cara-cara yang sesuai adat kebiasaan setempat (senantiasa menjunjung kesopanan dan
kesantunan).

* Tidak gampang merumuskan dan menyusun Awig-Awig dan Pararem tersurat.
Merevisi atau menyesuaikan ketentuan Awig-Awig dan Pararem tersurat juga tidak dapat
dianggap enteng. Bukan berarti Awig-Awig dan Pararem yang sudah tersurat dan juga sudah
kapasupati, tidak dapat diubah atau direvisi. Awig-Awig dan Pararem yang sudah tersurat dan
juga sudah kapasupati, dapat diubah, direvisi, atau disesuaikan dengan perkembangan
masyarakat. Hanya saja, disarankan untuk tidak ’terlalu rajin’ dalam mengubah, merevisi, atau
menyesuaikan Awig-Awig dan Pararem Desa Adat, agar energi tidak terkuras hanya untuk
mengubah atau merevisi Awig-Awig dan Pararem.

Sekali lagi perlu dikemukakan, bahwa usaha menyuratkan Awig-Awig Desa Adat
mengandung arti, antara lain: (1) menyuratkan Awig-Awig yang sebelumnya tidak tersurat; (2)
merevisi Awig-Awig yang sudah tersurat; (3) menyesuaikan sistematika Awig-Awig tersurat; dan
(4) menyusun buku Awig-Awig tersurat.

Semua dilakukan dengan memperhatikan:

(1) Ajaran agama Hindu.

(2) Awig-Awig, Pararem, atau sebutan lain, yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di
Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan sedemikian
rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (‘desa mawacara’).

(3) Aturan perundang-undangan yang berlaku dalam wadah NKRI.
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SARGAH XIII
PAMUPUT

Pawos
(Mengatur saat berlakunya Awig-Awig [saat kasungkemin)], pernyataan mengenai
hal-hal yang belum diatur akan berlaku dresta yang sudah berjalan didahului
dengan Pararem)

Pawos
(mengatur aturan peralihan)*

Pawos
Ketentuan Penutup

42 Untuk lebih memahami substansi yang patut dicantumkan dalam Bab Penutup Awig-Awig
tersurat, agar mencermati ketentuan Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 Perda Desa Adat di Bali 2019.
Selain itu perlu ditegaskan, bahwa sesudah Awig-Awig tersurat berhasil disusun, tidak berarti bahwa semua
ketentuan Awig-Awig yang belum tersurat (adat kebiasaan tidak tertulis yang telah diwarisi secara turun
temurun) dinyatakan tidak berlaku. Atau dengan kata lain dapat dikemukakan: walaupun Desa Adat sudah
memiliki Awig-Awig tersurat, ketentuan Awig-Awig yang belum tersurat (adat kebiasaan tidak tertulis yang
telah diwarisi secara turun-temurun) tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam Awig-Awig tersurat, sesuai
dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangn dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : Buda Umanis, Julungwangi, 27 Oktober 2021
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MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI
Pimpinan Pasamuhan
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Patajuh B|dang?embagaan
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MURDA CITTA

Om Swastyastu,
Om Nama Siwa ya, Om Sri Pasupatastra, Om Awighnamastu Nama Swaha.
Mangkana panamaskaran mami kabéh ri Sang Hyang Parama Wisésa siddha
amanggih dirghayuta tan kataman lara wighna pinakang hulun kabéh krama Désa
Adat Dénpasar. Sembah bhakti miwah pangastawan krama majeng ring paduka
bhatara bhatari sesuwunan sami, riantukan wantah malarapan antuk panghyang ning
kalih pasuécan Ida Hyang Widhi Aasa, asung kreta wara nugraha nresti jagat jangkep
rawuhing sadagingnya sami, mawinan wénten kahuripan sakala niskala ring bhuwana
agung miwah bhuwana alit.
Manut dresta, désané kamanggehang dados pasayuban krama désa rawuhing
kulawarga pawongania sami, mawastu raris désané¢ kamanggehang pinaka pawakan
bhuwana agung, pawongannya kamanggehang pinaka pawakan bhuwana alit. Sotaning
pawakan bhuwana agung, désané taler kamanggehang pinaka pawakan bhawa
mahurip, sané kacirénin antuk kawéntenan pakilitan Tri Hita Karana sané tan dados
pasahang, luiré:
ha. Parhyangan, inggih punika sahanan parhyangan panyiwian désa, genah ngarcana
prabhawan Ida Hyang Parama Wisésa, pinaka jiwa pramanan désané;

na. Pawongan, inggih punika gebogan krama rawuhing warga désa maka sami
pawakan Tri Kaya pinaka bayu pramanan désané, mawinan désané prasida
masolah prawreti;

ca. Palemahan, inggih punika sahananing pakarangan, tegal, carik, miwah sétra
sakekuwuban désa adat, pinaka sthula sariran désané.

Putusing paruman krama Désa Adat Dénpasar, gumawé awig-awig désa adat,
désa mawa cara wastu kasiddhan prayojanan mami kabéh kateka tekéng dlaha,
prasama pada sumungkem muwang ngamanggehaken kadi linging awig-awig iki.
Awig-awig puniki puput kararemin nemoning rahina, Anggara Pon Merakih tanggal 1

Juni 2021 Maséhi (Saka warsa 1943)

Om Santih, Santih, Santih, Om

Awig-awig Désa Adat Dénpasar 3
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Prathamas Sargah
Aran lan Wewidangan Désa

Pawos 1

1. Désa adat puniki mewasta Désa Adat Dénpasar
2. Jebar kakuwub wawidangannya mawates nyatur désa :
Sisi Kangin  : Désa Adat Pagan,
Désa Adat Yangbatu,
Désa Adat Panjer.
Sisi Kelod . Désa Adat Sesetan,
Désa Adat Pedungan,
Désa Adat Kuta.
Sisi Kauh :  Désa Adat Padang Sambian
Sisi Kaja :  Désa Adat Ubung,
Désa Adat Peguyangan.
3. Sané kamanggehang ngranjing dados kekuwub wawidangan Désa Adat Dénpasar,
manut dresta, lwiré:
ha. Pupulan karang paumahan sané sinanggeh palemahan désa adat
na. Setra, carik miwah tegal sané¢ wenten ring kakuwub wawidangan désa adat
puniki sajabaning palemahan désa adat manggeh ngranjing dados talajakan
Désa,
ca. Manut trilingganing désa, kekuwub wewidangan;
1. Utama Mandala
2. Madya Mandala
3. Nista Mandala
4. Désa adat puniki ngawidangin 4 Kecamatan, 5 Kelurahan, 10 Désa Dinas, kaepah
dados 105 Banjar Adat, luire :
ha. Ring Kecamatan Dénpasar Utara
I. Désa Pemecutan Kaja

1. Banjar Margajati

Awig-awig Désa Adat Dénpasar 4
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Banjar Balun

Banjar Belong Gede
Banjar Belong Menak
Banjar Panti Sari
Banjar Panti Gede
Banjar Gerenceng

Banjar Tulang Ampiang

I e B R S

Banjar KertaJati

[S—
e

Banjar Mekar Manis

—
[a—y

Banjar KertaSari

[S—
g

Banjar Semila Jati

[S—
(8]

Banjar Merta Yasa

[S—
=

Banjar Tunggul Aji

[S—
(9]

Banjar Kusumajati

II. Désa Dangin Puri Kaja.

1. Banjar Tainsiat

2. Banjar Kaliungu Kaja
3. Banjar Kalanganyar
4. Banjar Umasari

5. Banjar Lumbungsari

III. Désa Dauh Puri Kaja

1. Banjar Lumintang

2. Banjar Wangaya Kaja
3. Banjar Wangaya Kelod
4. Banjar Lelangon

5. Banjar Mekarsari

Awig-awig Désa Adat Dénpasar 5
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IV. Désa Dangin Puri Kauh

—

Banjar Tampakgangsul

2. Banjar Belaluan

3. Banjar Belaluan Sadmerta
4. Banjar Tengah
5

. Banjar Pucak Sari

na. Ring Kecamatan Dénpasar Timur

I. Kelurahan Dangin Puri

—

. Banjar Kayumas Kelod
. Banjar Bun
. Banjar Kaliungu Kelod

2
3
4. Banjar Abasan
5. Banjar Tegal Sari
6

. Banjar Batu Mas

ca. Ring Kecamatan Kuta
I. Kelurahan Kuta

1. Banjar Abianbase

ra. Ring Kecamatan Dénpasar Barat
I. Désa Dauh Puri Kangin
1. Banjar Titih Kelod
Banjar Titih Tengah

2

3. Banjar Titih Kaler
4. Banjar Gemeh

5

Banjar Suci

Awig-awig Désa Adat Dénpasar 6
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II. Kelurahan Dauh Puri
1. Banjar Pekambingan
2. Banjar Catur Panca

3. Banjar Pelita Sari

III. Désa Dauh Puri Kelod
1. Banjar Batu Bintang
Banjar Bumi Santhi
Banjar Eka Sila

2
3
4. Banjar Sanglah
5. Banjar Bumi Sari
6

Banjar Bumi Asri

IV. Désa Dauh Puri Kauh
1. Banjar Pengiasan
Banjar Abian Tegal
Banjar Beraban
Banjar Sumuh
Banjar Sebelanga

Banjar Jematang

N R

Banjar Bumi Werdi

V. Désa Pemecutan Kelod
1. Banjar Tegal Baler Geria
2. Banjar Tegal Gede
3. Banjar Tegal Agung
4. Banjar Tegal Kawan
5. Banjar Tegal Dukuh Anyar

Awig-awig Désa Adat Dénpasar 7
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Banjar Tegal Langon

Banjar Monang Maning

® = o

Banjar Sampingbuni
9. Banjar Tenten

10. Banjar Batan Nyuh
11. Banjar Buagan

12. Banjar Pekandelan

13. Banjar Sadingsari

14. Banjar Abiantimbul
15. Banjar Margaya

16. Banjar Teges Mas Jati

VI. Kelurahan Pemecutan

1. Banjar Penyaitan
Banjar Kerandan
Banjar Pemedilan
Banjar Busung Yeh Kangin
Banjar Busung Yeh Kauh
Banjar Alangkajeng Gede
Banjar Alangkajeng Menak

Banjar Puri

R BNV SRS

Banjar Pemeregan

[a—
e

Banjar Celagi Gendong

—
—

Banjar Gelogor

[a—
N

Banjar Tegal Linggah

[a—
(98]

Banjar KertaPura

[a—
s

Banjar KertaDharma

[a—
(9]

Banjar Mertha Jaya

Awig-awig Désa Adat Dénpasar 8
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VII. Désa Tegal Kerta

1. Banjar Graha Shanti
Banjar Manut Negara
Banjar Mertha Gangga
Banjar Bhuana Sari
Banjar Bhuana Asri
Banjar Muliawan

Banjar Panca Kerta

® X BN

Banjar Tegal Wangi

VIII. Désa Tegal Harum.

1. Banjar Sari Buana
Banjar Asta Buana
Banjar Tegal Sari
Banjar Cemara Agung
Banjar Sanga Agung

Banjar Buana Merta

N A e

Banjar Sapta Bumi

IX. Kelurahan Padang Sambian

1. Banjar Penamparan

5. Adat ring Désa Adat Dénpasar taler manggeh Témpék Désa.
6. Kelihan Banjar Adat ring Désa Adat taler kawastanin Kelihan Témpékan Désa.
7. Awig-awig, pararem miwah sahanan pasuaran désa, manggeh kajejerang ring

jebar kakuwub wawidangan Désa Adat Dénpasar.

Awig-awig Désa Adat Dénpasar 9
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Pawos 2

1. Wates palemahan wewidangan banjar adat, kapikukuh antuk pamutus paruman krama
désa adat.

2. Manut ring munjuk lungsur cacah jiwan pawongannyané, pah pahan banjar adat rauhing
wewidangannyané wenang kaepah malih manut pamutus paruman krama désa adat.

3.  Sowang-sowang banjar adat patut madruwé piranti piranti, pamekasnyané; balé banjar,
parhyangan, kulkul, miwah sané lianan,

4.  Krama banjar adat wenang kaepah dados témpék manut pamutus paruman krama banjar

sowang-sowang.

Pawos 3

1. Sowang-sowang banjar adat wenang ngardi awig-awig, pararem pararem maka
pamikukuh banjar adatnyané sowang-sowang.

2.  Awig-awig, pararem pararem banjar adat tan wenang lémpas ring awig-awig Désa
Adat Dénpasar.

3. Awig-awig, pararem banjar adat taler patut kalinggatanganin antuk Bandésa maka
pamikukuh kandugi dados kalaksanayang.

4. Sahanan témpékan tan wenang ngardi pararem, saantukan témpékan punika

wantah sinanggeh pah pahan banjar adat.

Dwityas Sargah
Patitis lan Pamikukuh
Pawos 4
Désa Adat Dénpasar ngamanggehang pamikukuh, minakadi :
ha. Pancasila.
na. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pamekas pasal
18 ayat 6, Pasal 18 huruf B
ca. Tri Hita Karana, manut sad acara Agama Hindu.
ra. Hak Azasi Manusia utawi HAM.
ka. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Désa Adat.

Awig-awig Désa Adat Dénpasar 10
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Pawos 5

Luir petitis Désa Adat Dénpasar:

ha. Mikukuhin miwah ngrajegang Sang Hyang Agama;

na. Ngutamayang tata prawretining magama;

ca. Ngrajegang kasukretan désa saha pawongannyané sakala lan niskala;

ra. Ngrajegang tata sangaskaraning pawongannyané, pamekas sané ngiket pakulawargan;

ka. Ngrajegang kasukretan saraja brana druwén désa, druwén pawongannyané sami.

Tretiyas Sargah

Sukerta Tata Pakraman

Palet 1
Indik Krama

Pawos 6

Sahananing sang jenek mapaumahan ring wewengkon wewidangan désa adat puniki sinanggeh
krama Désa Adat Dénpasar.
(2) Krama désa inucap ring ajeng, linggihnyané wénten 3 (tigang) soroh:
ha. Krama ngarep / wed, magama Hindu, sampun tedun mabanjar adat, mipil tur
sareng nyungkemin Kahyangan Désa Désa Adat Dénpasar;
na. Krama tamiu, sané tan ngarep saking dura Désa Adat Dénpasar, magama Hindu,
nénten mipil sakéwanten sareng nyungkemin Kahyangan Désa Désa Adat
Dénpasar;
ca. Tamiu, sané nénten magama Hindu, wantah sareng nyungkemin pawongan,

palemahan Désa Adat Dénpasar.

-
Awig-awig Désa Adat Dénpasar 11
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Pawos 7

Krama désa adat:

(1) Sahanan krama désa sané sampun marabian, patut ngawit tedun makrama.
(2) Satunggil krama, manut linggih kulawargannya, patut keni sinalih tunggil ayah-ayahan:
ha. Ayahan utama (prakulit, pamangku);
na. Ayahan ngarep;
ca. Ayahan balu / pangélé;
ra. Ayahan daha truna.
(3) Sasengker ngawit tedun ngayah :
ha. Marep ring krama désa sané mawit saking pawiwahan, nem sasih saking puput
makalakalaan;
na. Marep ring krama désa sané mawit saking ngarangin, kasulurang manut
pararem.

(4) Nangken panumaya ngétang gebogan krama, kelihan banjar patut ngwantunin nyacah
jiwa miwah mastikayang gebogan krama rawuhing ayah-ayahannyané ring wewidangan
banjar adat sowang-sowang.

(5) Mastikayang cacah jiwa, gebogan krama rawuhing ayah-ayahannyané kapikukuhang
antuk pamutus paruman krama banjar adat sowang-sowang kandugi kéngin
kalaksanayang.

(6) Pamutus inucap digelis kasurat ring likita pawongan utawi pipil krama.

(7) Krama désa ngarep / wed wenang nyada sané mateges mademang ayahan, yan sampun
kapastika luiré:

ha. Sungkan tahunan;

na. Yan sampun maderbé pangentos utawi panyledihi;

ca. Risampun mayusa 60 warsa yan tan maderbé panyledihi;
ra. Pinunas ngraga.

(8) Sang saking séwosan désa yan sareng tedun makrama désa ring Désa Adat Dénpasar
patut keni batu-batu utawi pamogpog, agengnyané kasulurang manut pararem.

(9) Yan wénten krama saking séwosan désa sareng ngranjing makrama désa ring Désa Adat

Dénpasar patut kadulurin antuk surat katerangan sané jangkep.

Awig-awig Désa Adat Dénpasar 12
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Pawos 8

(1) Sahananing warga désa sané sampun munggah daha / truna, sowang-sowang patut sareng
ngayah sané kawastanin ayah daha / truna.

(2) Ayah daha/ truna punika kapupulang sajeroning sekaa truna.

(3) Sekaa truna punika patut wénten ring sowang-sowang banjar adat.

(4) Paiketan Yowana kaadegang ring Désa Adat.

(5) Paiketan Pangistri (Pakis) kaadegang ring Désa Adat.

Pawos 9

(1) Swadharmaning krama désa, luiré:
ha. Satinut ring sadaging awig-awig, pararem, pasuara miwah geguat-geguat désa
adat;
na. Tan maren sareng mautsaha mangda désané prasida nyujur petitis, sakadi sané
munggah ring pawos 4, ring ajeng.
ca. Sayaga sareng natakin panes tis kértiyasan désa adat.
(2) Sang sinanggeh krama tamiu, patut:
ha. Satinut ring tetiwak désa adat ngeninin indik ngupadi kasukretan désa adat ring
sakala, niskala.
na. Tan kéngin nungkasin kértiyasan désa adat.
(3) Sang sinanggeh tamiu, patut:
ha. Satinut ring tetiwak désa adat ngeninin indik pawongan lan palemahan.

na. Tan kéngin nungkasin kértiyasan désa adat.

Pawos 10

(1) Krama désa rawuhing kulawargannya wenang polih pangayoman prajuru manut dresta,
ngeninin:
ha. Sangaskaraning kauripannya sané mabuat, minakadi mastikayang paiketan sulur
pakulawargan.
na. Kasukretan miwah kasucian déwék, parhyangan, miwah karangnyané.

ca. Kasukretan padruwénnyané sowang-sowang.
.

Awig-awig Désa Adat Dénpasar 13
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ra. Nyarengin paruman krama désa, saha wenang sareng mastikayang pamutus
paruman krama désa.
(2) Sahanan krama désa rawuhing sang sinanggeh krama tamiu, wenang polih pangayoman

ngamanggehang kasukretan sikian, rawuhing padruwénia sowang-sowang.

Pawos 11

(1) Sahanan krama sané ngerobang utawi ngajak anak lian boya wénten paiketan
pakulawargan, upami ngajak wong duduk dudukan, patut atur supéksa ring kelihan
banjar.

(2) Krama sané ngarobang, patut samakula negenang lampah sang kaajak, marep ring
sukretan désa adat.

(3) Kelihan banjar ngunggahang pasadok punika ring likitan pawongan banjar, saha nyiarang

sajeroning paruman krama banjar.

Pawos 12

Wusan dados krama désa, luiré:
(1) Sangkaning:
ha. Séda.
na. Pinunas ngraga.
ca. Kanorayang, malantaran piwal ring awig-awig miwah pararem krama désa,
utawi tan satinut ring pituduh prajuru sajeroning indik nyupat sikian, minakadi
nénten prasida ngeséhin prawrertinia.
ra. Tata titi niténin wusan dados krama désa inucap ring ajeng, kasulurang manut
pararem.

(2) Sang wusan dados krama désa tan polih pahpahan druwén désa utawi banjar, sajawaning
pahpahan sané mawit saking utsahan désa utawi banjar manut pararem, tur tan polih
pasayuban malih sajeroning ala ayu.

(3) Sang kanorayang kéngin malih tedun makrama désa malarapan antuk katerima ring
banjar adat sowang-sowang, maweweh pamogpog batu-batu manut pararem.

|
Awig-awig Désa Adat Dénpasar 14
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Pawos 13

Sahanan krama désa, patut keni tetegenan utawi ayah-ayah, luiré:
(1) Ayahan ngarep, mapiteges paturunan, peson-peson miwah ayahan mamungkul saking
krama ngarep.
(2) Ayahan balu, luiré:
ha. Balu rémban, sané pianaknyané kantun alit-alit, punika keni ayahan Balu
rémban, sané kasulurang manut pararem;
na. Balu nglintik, keni ayahan balu manut balunnyané, yan lanang keni ayahan
lanang, yan istri keni ayahan istri.
(3) Ritatkala ngardi wewangunan marep kabuatan désa adat, kramané sajaba keni ayahan
manut Pawos 7, taler keni paturunan sakadi ring sor:
ha. Paturunan sama wibhaga manut pararem.
na. Dana punia, manut kalascaryan sang madana punia.
(4) Krama désa, kadadosang:
ha. Mapuangkid utawi tan tedun ngayah / parum;
(1) Rikala nangun yadnya, kaluwasan masengker déwasa.
(2) Keni dedawuhan saking guru wisésa.
(3) Kapialang, luiré sungkan, matepetin, kalayusekaran lan sakancan ipun.
na. Dados ngwakilang ring krama tiosan sané sampun menék daha / truna.
ca. Dados mogpog utawi nutug ayahan antuk artha brana utawi ngampel.
ra. Dados nyadé utawi nyuksukin krama ngarep yan sampun munggah daha truna

utawi sampun mrasidayang nganutin krama.

Pawos 14

Kapatutan krama tamiu, tamiu miwah kapatutan krama sané nampi tamiu:
(1) Krama tamiu, tamiu, patut madana punia ring désa / banjar adat manut pararem.
(2) Krama tamiu, tamiu patut polih pasayuban marupa pamitulung rikanjekan katibén

pancabhaya,

-
Awig-awig Désa Adat Dénpasar 15
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(3) Krama sané nampi krama tamiu, tamiu jantos marerepan:
ha. Sakancan krama tamiu, tamiu saking dura désa, mangda kasadokang pinih kasep
arahina saking ngawit marerepan ring genah sang nerima.
na. Yéning krama tamiu, tamiu punika madunungan jantos asasih, kelihan banjar
patut nuréksain kabuatannyané madunungan, kaadungang ring surat katerangan
sané ninasang kabuatan ipuné.

(4) Yan kabuatannyané tan manut ring sané madunungan jantos asasih, kelihan banjar
wenang ngwaliang krama tamiu, tamiu inucap.

(5) Yéning krama tamiu, tamiu punika jenek rawuhing nem sasih taler durung kasadokang,
krama sané nampi patut keni pamidanda manut pararem.

(6) Sinalih tunggil krama désa tan kadadosang ngajak wong wadon tuna susila ngranjing
miwah ngrerep ring wewidangan Désa Adat Dénpasar, sapasira ugi sané piwal, patut keni
pamidanda manut pararem.

(7) Krama, krama tamiu, tamiu tan kadadosang makta, nganggén, madruwé sarana, sané
sampun tan manut, tan kapicayang olih guru wisésa, lempas utawi nepas uger-uger sané
kamedalang olih guru wisésa, sapasira ugi sané piwal, patut keni pamidanda manut

pararem.

Paturunan miwah Leluputan

Pawos 15

(1) Paturunan miwah peson-peson sajeroning ngulati kasukretan désa / banjar adat,
kapitegesang ring krama désa / banjar adat.

(2) Prajuru désa / banjar wenang maw¢h leluputan ayahan miwah peson-peson ring sang sané
kainggilang linggih miwah sang kawelasarsan.

(3) Sor singgih leluputan miwah bacakan sang polih leluputan, kaunggahang sajeroning

pararem.

Awig-awig Désa Adat Dénpasar 16
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Palet 2
Parayogya Désa

Pawos 16

Parayogya Désa Adat Dénpasar inggih ipun:
ha. Tedung Désa;

na. Panglingsir Désa;

ca. Prajuru Désa;

ra. Sabha Désa;

ka. KertaDésa;

da. Kasinoman,;

ta. Pecalang / Langlang;

sa. Prajuru Banjar Adat.

Tedung Désa lan Panglingsir Désa

Pawos 17

(1) Tedung Désa Adat Dénpasar inggih punika Ida Cokorda Puri Pemecutan lan Ida Cokorda
Puri Dénpasar.
(2) Swadharmannia, dados pangayom lan paneduh désa gumanti prasida ngwetuang
karahayuan, kasukretan krama maka sami.
(3) Kawenangannia, ngicénin dharma tetimbang mantuka ring prajuru, ritatkala wénten
pikobet.
(4) Swadharman Panglingsir Désa, wenang mapaica saluiring dharma tetimbang ring Prajuru
Désa.
ha. Indik nibakang padéwasan.
na. Indik bebantenan, pamargin upakara.

ca. Indik ngupapira parhyangan.

Awig-awig Désa Adat Dénpasar 17
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Sabha Désa

Pawos 18

(1) Sabha Désa, inggih punika pamucuk désa sané¢ sampun wikan ring indik dharmaning
agama lan dharmaning negara.
(2) Swadharman Sabha Désa, ngicénin dharma tetimbang majeng ring Prajuru Désa, lwirnya:
ha. Ngardi awig-awig lan utawi pararem Désa Adat.
na. Ngrincikang pawangunan Désa Adat.
ca. Ngrincikang olih-olihan lan prabia Désa Adat.

ra. Nglaksanayang pangrencana Désa Adat.

Tata Cara Ngadegang Sabha Désa

Pawos 19

(1) Sabha Désa akwéhnya 5 (limang) nyantos 9 (sanga) diri.
(2) Sané dados kaadegang Sabha Désa lwirnya.
ha. Mawiwit saking krama ngarep, naenin dados Prajuru Désa utawi Prajuru Banjar,
turmaning kautus olih Kelihan Banjar Adat.
na. Sang sané sampun sinanggeh wikan ring tata cara, sastra, budaya Bali lan dresta.
ca. Sang sané sampun sinanggeh uning ring indik bebantenan miwah caru, manut
linging Tatwa Wrespati Kalpa, Widhi Sastra, Mpu Lutuk miwah
sapanunggalannia,
ra. Sang sané sampun sinanggeh uning ring padéwasan manut wariga,
ka. Sang sané siyosan ring punika, sané ngawinang désané makrama rahayu,
da. Ritatkala kacawis, mayusa nénten langkungan ring 70 (pitung dasa) warsa,

ta.  Kapilih olih Prajuru Désa.

Awig-awig Désa Adat Dénpasar 18
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Kerta Désa

Pawos 20

(1) Kerta Désa inggih punika genah Prajuru Désa lan krama désa nunas dharma tetimbang
yéning wénten nepasin daging awig-awig.
(2) Swadharma Kerta Désa, wenang mapaica saluwiring dharma tetimbang ring Prajuru
Désa.
ha. Indik Prajuru Désa sané singsal ngamargiang awig-awig.
na. Indik nguwah nguwuhin Awig-awig Désa Adat.
ca. Indik kawéntenan byuta ring désa adat sané kasengguh perkara.
(3) Kawenangannia, ngicénin dharma tetimbang lan ngawantu Prajuru Désa lan krama désa

yéning wénten pikobet indik pamargin awig-awig lan sané kasengguh perkara.

Tata Cara Ngadegang Kerta Désa

Pawos 21

(1) Kerta Désa akwéhnya 3 (tigang) diri nyantos 5 (limang) diri.

(2) Sané dados kaadegang KertaDésa luiré:
ha. Mawiwit saking krama ngarep, naenin dados Prajuru Désa utawi Prajuru Banjar.
na. Wikan ring daging sastra agama, hukum adat lan hukum Nasional.
ca. Ritatkala kacawis, mayusa nénten langkungan ring 70 (pitung dasa) warsa.

ra. Kapilih olih Prajuru Désa.

Prajuru Désa

Pawos 22

(1) Sané kasinanggeh Prajuru Désa nggih punika:
ha. Bandésa.
na. Patajuh Bandésa.
ca. Panyarikan.
ra. Patengen.

(2) Prajuru Désa patut:

Awig-awig Désa Adat Dénpasar 19
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ha. Mawiwit saking krama ngarep, naenin dados Kelihan / Prajuru Banjar.
na. Waras lan tan céda angga, tan céda pramana.

ca. Maparilaksana becik lan tan cacad hukum.

ra. Jujur, pradnyan, wicaksana, maderbé pangunadika, lascarya ngayah.

ka. Ritatkala kasudi mayusa ten langkung ring 70 (pitung dasa) warsa.

Tata Cara Ngadegang Prajuru Désa
Pawos 23

(1) Prajuru kaadegang malantaran antuk pamilihan sajeroning paruman krama banjar adat
wewidangan désa adat, sané kasulurang manut swala patra prajuru banjar.

(2) Prajuru Désa kadegang 5 (limang) warsa apisan malarapan paruman agung désa adat.

(3) Prajuru sané wawu kapilih kaupasaksiang ring Pura Kahyangan Désa.

(4) Sajawaning wénten parindikan siosan, sang sampun puputing panumaya dados prajuru,
kéngin kapilih malih.

(5) Bendésa sané sampun puput panumaya dados bendésa, kéngin kapilih malih apisan.

(6) Tata cara ngadegang prajuru nginutin kasumanggeman, manut pamutus pararem désa.

(7) Désa Adat Dénpasar, kaénter antuk Prajuru Désa Adat, kamanggala antuk Bandésa.

(8) Témpék désa/ banjar kaénter antuk prajuru témpék désa/ banjar, kamanggala antuk

Kelihan Témpék Désa/ Kelihan Banjar Adat.

Pawos 24

(1) Bandésa, kawantu antuk:
ha. Patajuh, pinaka wakil Bandésa.
na. Panyarikan, pinaka juru surat.
ca. Patengen, pinaka pangemong utawi juru raksa druwén désa.
ra. Kelihan-kelihan Témpék Désa / Banjar Adat wewidangan Désa Adat Dénpasar.
ka. Kasinoman utawi juru arah ring sowang-sowang Témpék Désa / Banjar.

da. Pecalang / Langlang Désa.

-
Awig-awig Désa Adat Dénpasar 20
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(2) Sajeroning ngénterang kasukretan niskala, Bandésa patut kawantu lan masinggihang

pamangku Kahyangan Désa.

Pawos 25

(1) Swadharma Bandésa, luiré:
ha. Ngénterang Paruman Désa Adat.
na. Ngénterang pamargi sadaging awig-awig miwah pamutus paruman krama désa,
sané sinanggeh pararem.
ca. Ngraksa miwah nudonang tata titiné migunayang saraja brana druwén désa.
ra. Nuntun saha ngénterang krama désa rawuhing warga désa sami, ngupadi
kasukretan sakala lan niskala.
ka. Nuntun saha nyaksinin upacara sangaskaraning kahuripan sané mabuat,
minakadi sané ngilitang sulur pakulawargan.
da. Nuntun saha ngénterang warga désa, nginggilang Sang Hyang Agama, kasucian
parhyangan, kasucian palemahan, kasucian pawongan, miwah tata titine
migunayang sétra.
ta. Mawosin miwah niwakang pamutus marep ring wicaran warga désa.
sa. Ngwalanin désa adat, nyeledihi matemuang bawos ring sapasira ugi.
wa. Lan sané siosan sané wénten pakilitannya ring désa adat.
(2) Tata titiné nglaksanayang swadharma inucap ring ajeng, tan maren patut satinut ring
daging awig-awig, pararem, dresta miwah pamutus paruman krama désa adat.
(3) Pangalaksanané ring ajeng patut kasiarang ring paruman désa adat, kapungkur ipun.
(4) Sumanggup natak pamutus paruman krama désa adat, ngeninin swadharman sowang-
sowang prajuru.
(5) Panyarikan Désa, ngwantu Bandésa ngaryanin saluwir swalapatra tur nyuratang
saluwiring pamutus paruman désa.
(6) Patengen Désa ngwantu Bandésa ngaryanin utawi ngrincikang sakaluir pangranjing
miwah pamedal jinah désa adat lan ngupapira druwén désa.
(7) Kesinoman Désa, ngwantu Bandésa nyobyahang swalapatra utawi pamutus paruman
désa.
(8) Pacalang / Langlang Désa ngwantu Bandésa nreptiang pamargin upakara yadnya,

dharmaning agama lan dharmaning negara.
.
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